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KATA PENGANTAR

etiap kali menjelang pemilu, mengapa undang-undang-

nya harus diubah? Apakah memang DPR dan Pemerin-

tah tidak mampu membuat undang-undang yang berku-
alitas dan berperspektif ke depan? Bukankah proses pembua-
tan undang-undang itu telah melibatkan para ahli, baik yang
berbasis di kampus maupun nonkampus? Demikianlah, ba-
nyak keluhan menanggapi perdebatan materi undang-undang
pemilu, yang berulang menjelang pemilu.

Undang-undang pemilu adalah undang-undang yang pa-
ling menentukan nasib partai politik. Undang-undang ini ber-
hubungan langsung dengan kepentingan partai politik dalam
meraih kekuasaan. Inilah salah satu faktor, mengapa undang-
undang pemilu gampang diubah-ubah. Namun ada faktor lain
yang lebih menentukan: bangsa Indonesia memang belum me-
nemukan sistem dan format pemilu yang pas bagi pembangu-
nan politik demokratis ke depan, sehingga upaya pencarian
terus dilakukan oleh segenap komponen bangsa.

Meskipun yang berdebat sengit dan yang memutuskan
adalah orang-orang partai politik, namun upaya pembangu-
nan sistem pemilu demokratis tidak boleh diserahkan begitu
saja kepada mereka. Mengapa? Sebab, orang-orang partai po-
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litik cenderung bersikap pragmatis: merancang sistem pemilu
yang menguntungkan diri sendiri, di sini dan hari ini.

Perhatikan perdebatan tentang besaran ambang batas per-
wakilan atau parliamentary threshold dalam rangka penyu-
sunan Draf RUU Perubahan atas UU No. 10/2008. Di satu
pihak, beberapa partai kecil menengah, yang khawatir gagal
meraih suara signifikan, berkeras mempertahankan ambang
batas 2,5%; di pihak lain, beberapa partai besar, dengan has-
rat meraih kursi lebih banyak, bersikukuh menaikkan besaran
ambang batas menjadi 5%.

Masing-masing pihak mengajukan dalih untuk memperku-
at posisinya, tanpa adanya perspektif pembangunan demokra-
si ke depan. Perdebatan lebih banyak diwarnai adu kata-kata,
yang tidak didasari oleh logika berpikir sehat, analisis kompre-
hensif, apalagi renungan kontemplatif. Perdebatan berulang-
ulang berputar-putar sampai media massa “eneg” meliputnya.

Nah, dalam situasi seperti itu, pendapat pihak ketiga (di luar
DPR dan Pemerintah, yang sama-sama dikuasai orang partai
politik) menjadi penting. Tidak sekadar memberi persepektif
lain, tetapi juga menunjukkan konsep yang lebih lengkap, da-
sar pikiran yang logis, hasil analisis mendalam, dan tentu saja
atas dasar kepentingan bersama.

Sungguh bukan hal yang mudah meyakinkan orang-orang
partai politik yang memang berwenang membuat undang-
undang. Namun usaha harus tetap dilakukan, sebab terlalu
beresiko jika nasib bangsa ini sepenuhnya diserahkan kepada
mereka. Apalagi rekam jejak mereka selama 10 tahun terakhir
mengelola negara sudah sama-sama diketahui.

Terima kasih kepada Didik Supriyanto dan August Mellaz
yang telah bekerja secara luar biasa menyelesaikan kajian ini
dalam waktu yang sangat ketat. Apresiasi juga kami berikan



atas komentar, masukan, dan saran alternatif bacaan yang
diberikan oleh Pipit R. Kartawidjaja. Tidak lupa, kami sam-
paikan terima kasih kepada seluruh jajaran pelaksana harian
Perludem yang turut membantu kajian terhadap permasala-
han ambang batas perwakilan untuk pemilu Indonesia. Se-
moga buku ini benar-benar bermanfaat, khususnya bagi upaya
membangun sistem pemilu demokratis ke depan.

Jakarta, November 2011
Titi Anggraini
Direktur Eksekutif Perludem
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Buruknya kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009 menjadi
pengalaman berhargabagi para pemangku kepentingan pemilu.
Masalah-masalah yang muncul bukan semata disebabkan oleh
ketidakmampuan KPU dan jajarannya dalam menyelenggara-
kan pemilu, tetapi juga oleh ketidakjelasan UU No. 10/2008
dalam mengatur sistem pemilu, pelaksanaan tahapan pemilu,
dan penegakan hukum pemilu. Banyaknya gugatan peninjau-
an kembali terhadap UU No. 10/2008 ke MK adalah pertanda
jelas bahwa undang-undang tersebut kualitasnya buruk. Oleh
karena itu menjadi keharusan bagi DPR dan pemerintah untuk
mengubah undang-undang tersebut. Selain untuk memperje-
las dan memastikan ketentuan-ketentuan yang multitafsir dan
tumpang tindih, perubahan undang-undang juga diperlukan
untuk mengakomodasi gagasan dan usulan baru tentang ma-
teri pengaturan.

Menyangkut perubahan pengaturan sistem pemilu, seti-
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daknya terdapat empat isu yang harus diperhatikan: pertama,
besaran daerah pemilihan, mengingat beberapa partai politik
ingin memperkecil angkanya; kedua, formula alokasi kursi
partai politik, karena ketentuan ini sempat digugat ke MK ber-
kali-kali; ketiga, formula penetapan calon terpilih, sebab putu-
san MK tentang suara terbanyak masih sering dipertanyakan,
dan; keempat, ambang batas perwakilan atau parliamentary
threshold, sehubungan munculnya usulan untuk menaikkan
besaran, dan penerapannya pada pemilu daerah.

Dari keempat isu perubahan sistem pemilu tersebut, peng-
aturan ketentuan ambang batas perwakilan paling banyak me-
nyedot perhatian anggota Baleg DPR yang ditugasi oleh DPR
untuk menyusun Draf RUU Perubahan atas UU No. 10/2008.
Dalam rapat-rapat Baleg, baik yang terbuka maupun yang ter-
tutup, perdebatan isu ini berlangsung sengit. Setiap fraksi pu-
nya pandangan sendiri-sendiri dan masing-masing bersikeras
mempertahankan pandangannya. Beberapa akademisi dan pe-
mantau pemilu yang dikutip pendapatnya oleh media massa,
juga menunjukkan pandangan yang tak sama.

Pembahasan materi ini pun berlarut-larut sampai melam-
paui jadwal. Beberapa kali lobi pimpinan fraksi gagal mene-
mukan titik temu. Baleg DPR akhirnya menetapkan Draf RUU
Perubahan atas UU No. 10/2008, yang di dalamnya mencan-
tumkan dua rumusan alternatif, yang masing-masing memuat
pandangan setiap fraksi. Rapat Paripurna DPR pun tidak me-
milih salah satu alternatif, sehingga rumusan pasal tentang ke-
tentuan ambang batas perwakilan dalam RUU atas Perubahan
UU No. 12/2008 tetap berupa dua rumusan alternatif.!

1 Rumusan pasal dalam naskah RUU dalam bentuk alternatif sesungguhnya
tidak lazim. Namun karena fraksi-fraksi DPR menyepakati bahwa materi ini
akan dibahas kembali bersama Pemerintah (setelah Pemerintah menyusun



Pokok perdebatan ambang batas perwakilan itu adalah soal
besaran ambang batas perwakilan. Lima fraksi (Fraksi Hanu-
ra, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi PAN)
sepakat mempertahankan angka 2,5% suara nasional, sebagai-
mana diatur Pasal 202 UU No. 10/2008. Fraksi PKS ingin me-
naikkan menjadi 3% sampai 4%, Fraksi PD mengusulkan 4%,
sedang Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar mematok 5%.

Dari perbedaan angka-angka tersebut, tampak masing-
masing partai politik berusaha membela kepentingan sendiri.
Partai-partai kecil berkeras tidak menaikkan besaran ambang
batas, karena mereka khawatir partainya tidak mencapai ang-
ka tersebut sehingga kelak tidak memiliki kursi lagi di DPR.
Sementara partai-partai besar bersikukuh menaikkan besaran
ambang batas secara siginifikan karena mereka yakin suaranya
mencukupi sehingga dapat menyingkirkan partai-partai kecil
untuk mengambil kursi yang ditinggalkannya.

Jika tentang besaran ambang batas perwakilan g partai po-
litik di DPR mempunyai pandangan yang berbeda, tentang ba-
gaimana menetapkan ambang batas perwakilan untuk pemilu
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, mereka satu kata:
ambang batas perwakilan pemilu DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota ditentukan oleh ambang batas pemilu nasio-
nal. Ttu artinya, ambang batas pemilu DPR diberlakukan ter-
hadap pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Implikasi atas ketentuan tersebut sangat signifikan dalam
mengubah peta politik hasil pemilu. Misalkan saja, pada Pemi-

DIM atas RUU Perubahan UU No. 10/2008), maka rumusan pasal itu dibiarkan
tetap terbuka dalam bentuk alternatif-alternatif. Naskah RUU Perubahan UU
No. 10/2008 disahkan oleh Rapat Paripurna DPR pada 19 Juli 2011, yang
selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk dibahas bersama pada masa
sidang yang akan datang.
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lu 2014 mendatang terdapat 77 partai yang lolos ambang batas
pemilu DPR (yang berarti hanya 7 partai yang berada di DPR),
maka 7 partai itu pula yang akan menguasai kursi DPRD pro-
vinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan kata
lain, berapa pun besar perolehan suara partai dalam pemilu
DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, maka di luar 7
partai tersebut, perolehan suaranya tidak bisa dikonversi men-
jadi kursi.

Tabel 1.1 Penerapan Ambang Batas Pemilu DPR terhadap Pemilu DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Hasil Pemilu 2009

DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD | JUMLAH PARTAI TANPA JUMLAH PARTAI

KABUPATEN/KOTA AMBANG BATAS KEHILANGAN KURSI AKIBAT
NASIONAL AMBANG BATAS NASIONAL

DPR (9 partai lolos ambang batas)
DPRD Sumatera Utara 16 7
DPRD Jawa Timur 12 3
DPRD Kalimantan Barat 13 4
DPRD Sulawesi Selatan 16 7
DPRD Papua 18 9
DPRD Medan 12 3
DPRD Surabaya 10 1
DPRD Pontianak 15 6
DPRD Makassar 14 5
DPRD Jayapura 17 8

Padahal hasil Pemilu 2009 menunjukkan, 9 partai politik
yang lolos ambang batas pemilu nasional gagal menyapu habis
semua kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, seba-
gai tampak pada Tabel 1.1. Dari tabel tersebut terlihat partai-
partai politik yang tidak lolos ambang batas pemilu nasional
atau pemilu DPR akan sangat dirugikan karena kursinya akan
diambil oleh 9 partai yang lolos pemilu nasional. Tentu saja hal
ini akan mengundang gejolak politik, sebab bukan hanya par-
tai politik dan calon anggota legislatif yang merasa dirugikan,



melainkan juga pemilih yang merasa suaranya dihilangkan.

Jika dilihat dari sisi praktek pemberian suara, cara menen-
tukan ambang batas perwakilan pemilu DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan suara nasional
atau pemilu DPR, sesungguhnya tidak rasional dan merusak
akal sehat. Sebab, ketika memilih anggota DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota di bilik suara, pemilih mengguna-
kan surat suara berbeda, yang kemudian dimasukkan ke dalam
kota suara berbeda pula: surat suara pemilu DPR dimasukkan
ke kotak suara warna kuning, surat suara pemilu DPRD pro-
vinsi dimasukkan ke kotak suara warna biru, surat suara pe-
milu DPRD kabupaten/kota dimasukkan ke kotak suara warna
putih. Bagaimana mungkin pemberian suara ke dalam surat
suara berbeda dan dimasukkan dalam kotak suara berbeda,
tetapi hasilnya disamakan?

Metode menentukan ambang batas pemilu DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota tersebut jelas melanggar prinsip
pemilu demokratis, yakni menjaga keaslian suara pemilih da-
lam menentukan wakil-wakilnya. Secara hukum, hal ini juga
melanggar konstitusi karena cara itu jelas merugikan hak-hak
konstitusional warga negara. Namun prinsip pemilu demokra-
tis dan ketentuan konstitusi tersebut diabaikan oleh 9 partai
di DPR, karena mereka telah dibutakan oleh kepentingan ma-
sing-masing.

Penerapan ambang batas perwakilan dalam satu pemilu
memang biasa dilakukan. Tujuannya adalah untuk membatasi
partai-partai politik yang tidak mendapat dukungan signifikan
masuk parlemen. Selain itu, banyaknya partai politik di par-
lemen dipercaya mempengaruhi efektivitas pengambilan ke-
putusan di parlemen, yang kemudian berdampak pada kinerja
pemerintahan. Artinya, semakin banyak partai politik di par-
lemen, maka semakin rendah efektivitas pengambilan keputu-
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san, sehingga semakin buruk kinerja pemerintahan.

Meskipun logika tersebut tidak sesuai dengan kenyataan,
namun para politisi (khususnya yang partainya menguasai
parlemen) bersikeras dengan dalih tersebut. Padahal efektivi-
tas pengambilan keputusan parlemen, tidak ditentukan oleh
berapa jumlah partai politik di parlemen, tetapi lebih oleh be-
rapa jumlah partai politik dominan di parlemen. Sebab, tidak
semua partai di parlemen mempunyai kekuatan sama, melai-
nkan bergantung pada jumlah kursi yang dimilikinya. Sebagai
ilustrasi, Pemilu 1999 tanpa ambang batas menghasil 21 partai
politik di DPR, sedang Pemilu 2009 dengan ambang batas 2,5%
suara nasional menghasilkan 9 partai politik di DPR. Apakah
itu berarti DPR hasil Pemilu 2009 lebih mudah mengambil
keputusan daripada DPR hasil Pemilu 1999? Jika dilihat dari
produk legislasi saja, jawabannya tidak.

Sementara, di sisi lain sudah pasti, bahwa penerapan
ambang batas menyebabkan meningkatnya jumlah suara yang
tidak terkonversi menjadi kursi, atau suara hilang atau suara
terbuang atau wasted votes. Suara terbuang memang bukan
monopoli sistem pemilu mayoritarian. Dalam sistem pemilu
proporsional juga selalu terdapat suara terbuang, lebih-lebih
bila sistem ini menggunakan besaran daerah pemilihan kecil
atau membagi wilayah pemilihan menjadi banyak daerah pe-
milihan. Namun prinsip pemilu proporsional — yang membagi
kursi secara proporsional sesuai dengan perolehan suara — ha-
ruslah dijunjung tinggi.

Jadi, penerapan ketentuan ambang batas yang meningkat-
kan jumlah suara terbuang, berarti menambah jumlah suara
yang tidak terkonversi menjadi kursi, yang berarti pula me-
ningkatkan disproporsionalitas atau mengurangi proposiona-
litas alokasi kursi dalam sistem pemilu proporsional. Itu ar-
tinya, penerapan ketentuan ambang batas jika tidak hati-hati



akan melanggar prinsip sistem pemilu proporsional: membagi
suara-kursi secara proprosional. Padahal UUD 1945 menegas-
kan, bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD pro-
vinsi dan DPRD kabupaten/kota menggunakan sistem pemilu
proporsional.?

Naskah ini merupakan laporan hasil kajian atas duduk ma-
salah ambang batas perwakilan dalam konteks pemilu Indone-
sia. Secara khusus kajian ini akan melihat implikasi penerapan
ambang batas terhadap bekerjanya sistem pemilu proporsio-
nal, serta implikasi penerapan ambang batas terhadap peta
politik hasil pemilu.

Untuk itu kajian ini akan berfokus pada dua hal. Pertama,
membahas besaran ambang batas perwakilan dan mencari
angka yang tepat dalam konteks pemilu Indonesia. Pencarian
besaran ambang batas dilakukan dengan melakukan simulasi
pengukuran terhadap hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan
Pemilu 2005. Kedua, membahas lokasi di mana instrumen
ambang batas dipergunakan sehubungan dengan usulan pene-
rapan ambang batas pada pemilu DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota. Di sini tidak hanya membahas soal bagai-
mana metode penerapan ambang batas yang tepat di pemilu
daerah mengingat pemilu daerah diselenggarakan secara ber-
samaan dengan pemilu nasional, tetapi juga membahas soal
besaran ambang batas yang tepat sesuai dengan kondisi politik
daerah.

Hasil kajian ini diharapkan jadi bahan pertimbangan para

2 UUD 1945 Pasal 22E Ayat (3) menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah partai politik.” Dengan menegaskan bahwa peserta
pemilu adalah partai politik, maka pemilu untuk memilih anggota DPR,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus menggunakan sistem pemilu
proporsional.
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pembuat undang-undang pemilu. DPR dan Pemerintah tengah
membahas RUU Perubahan atas UU No. 10/2008, yang kelak
jika sudah disahkan akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan
Pemilu 2014.

B. TUJUAN

Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk memahami
lebih jauh tentang permasalahan ambang batas perwakilan pe-
milu Indonesia dan menawarkan solusi yang bisa diadopsi oleh
undang-undang pemilu Indonesia.

Adapun secara khusus, tujuan kajian ini meliputi empat
hal. Pertama, menunjukkan alasan mengapa ambang batas
perwakilan diperlukan dalam sistem pemilu proporsional.
Kedua, menunjukkan masalah-masalah yang harus diperha-
tikan dalam menentukan besaran ambang batas perwakilan.
Ketiga, menjelaskan bagaimana metode menentukan ambang
batas perwakilan yang benar agar tidak menyalahi prinsip pe-
milu proporsional demokratis. Keempat, mengusulkan besa-
ran ambang batas perwakilan pemilu DPR yang sesuai dengan
kondisi dan situasi politik nasional. Kelima, mengusulkan be-
saran angka ambang batas perwakilan pemilu DPR provinsi
dan DPRD kabupaten/kota.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah Bab 1 Pendahuluan ini, disajikan Bab 2 Ke-
rangka Konseptual guna memahami lebih jauh tentang apa
dan bagaimana ambang batas perwakilan dalam sistem pemilu
proporsional. Lalu, Bab 3 Penyederhanaan Partai Poli-



tik dan Efektivitas Pemerintahan, membahas isu peny-
ederhanaan partai politik dan efektivitas pemerintahan pas-
capemilu, yang kemudian dikaitkan dengan usulan penerapan
ambang batas perwakilan.

Selanjutnya, Bab 4 Ambang Batas Perwakilan Pe-
milu DPR mendiskusikan masalah-masalah penting yang
harus diperhatikan dalam menentukan besaran ambang batas
pemilu DPR. Di sini juga akan disajikan serangkaian hasil si-
mulasi atas data hasil tiga pemilu terakhir di Indonesia. Simu-
lasi dimaksudkan untuk mencari besaran ambang batas yang
tepat, sesuai dengan kondisi sosial politik nasional dan tidak
menyalahi prinsip pemilu proporsional. Hal yang sama juga
akan dilakukan pada saat membahas ambang batas pemilu
lokal sebagaimana terdapat pada Bab 5 Ambang Batas Pe-
milu DPRD Provinsi dan Bab 6 Ambang Batas Pemilu
DPRD Kabupaten/Kota. Akhirnya, Bab 7 Penutup akan
menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB 2
KERANGKA KONSEPTUAL

A. KOMPETISI DALAM SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL

Konsep ambang batas perwakilan atau threshold awalnya
digunakan untuk melihat tingkat kompetisi partai politik da-
lam memperebutkan kursi di daerah pemilihan dalam sistem
pemilu proporsional. Konsep itu menghubungan jumlah kursi
daerah pemilihan atau besaran daerah pemilihan (district
magnitude) dengan formula alokasi kursi. Besaran daerah pe-
milihan dalam sistem pemilu proporsional berbeda-beda, mu-
lai dari 2 hingga sebesar jumlah kursi parlemen. Secara umum
besaran daerah pemilihan bisa dibagi menjadi tiga: daerah pe-
milihan berkursi kecil (2-5 kursi), daerah pemilihan berkursi
sedang (6-10), dan daerah berkursi banyak (11 ke atas). Sedang
formula alokasi kursi ditentukan secara proporsional, artinya
perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan sesuai

11
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dengan perolehan suaranya.'

Dalam sistem pemilu proporsional, besaran daerah pemilih-
an dan formula alokasi kursi punya kaitan erat dengan tingkat
kompetisi partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah
pemilihan yang bersangkutan. Rumus umum menyatakan, ba-
hwa semakin kecil besaran daerah pemilihan, semakin tinggi
tingkat persaingan; demikian juga sebaliknya, semakin besar
besaran daerah pemilhan maka semakin rendah tingkat per-
saingan. Pada titik inilah dikenal istilah threshold atau angka
ambang batas mendapatkan kursi, yaitu jumlah suara minimal
yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi
yang ada di daerah pemilihan tersebut.

Menurut Rae, Loosemore dan Hanby,? jika formula alokasi

kursi partai politik menggunakan metode kuota varian Ha-
milton/Hare/Niemeyer,® untuk mendapatkan kursi pertama,

1 Perbedaan pokok antara sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu
mayoritarian (yang di sini secara salah kaprah disebut sistem pemilu distrik),
adalah pada besaran kursi daerah pemilihan dan formula alokasi kursi partai
politik. Pada sistem pemilu mayoritrian, besaran kursi adalah 1 atau tung-
gal, sedang dalam sistem proporsional besaran kursi bervariasi, mulai dari
2 sampai sebesar jumlah kursi parlemen yang diperebutkan. Pada sistem
pemilu mayoratiran, formula alokasi kursi ditentukan secara mayoritas atau
pluralitas, sedang pada sistem pemilu proporsional alokasi kursi ditentu-
kan secara proporsional. Lihat Douglas W Rae, The Political Consequences
Electoral Law, New Haven and London: Yale University Press, 1967; Dieter
Nohlen, Election and Electoral System, Delhi: MacMillan, 1996, dan; Pippa
Norris, Election Engineering: Voting Rule and Political Behavior, Cambridge:
Cambaridge University Press, 2004.

2 Dieter Nohlen, op. cit. him. 65-66. Lihat juga, Pipit R Kartawidjaja, Alokasi
Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih, Jakarta: Elsam, 2003, him.
19-21.

3 Penghitungan perolehan kursi metode kuota dilakukan dengan cara
membagi perolehan suara partai politik dengan total suara, lalu dikalikan
dengan jumlah kursi yang tersedia. Metode ini sering menghasilkan pecahan
sehingga menghasilkan sisa kursi. Jika dalam penghitungan terdapat sisa
kursi, maka sisa kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki pecahan
terbesar secara berturut-turut hingga kursi habis. Oleh karena itu metode
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partai politik harus menembus ambang batas atas (upper th-
reshold); sedang untuk mendapatkan kursi sisa, partai politik
harus menembus ambang batas bawah (lower threshold). Jika
T adalah persentase ambang batas, lalu m adalah besaran dae-
rah pemilihan, maka rumus ambang batas atas adalah T, =

/5 m atau Tupper =100% : (1+m); sedang rumus ambang ba-
tas bawah adalah T, =1/(m+1) atau T, =100% : 2m.

Rumus ambang batas atas dan ambang batas bawah ter-
sebut, hanya berlaku pada formula alokasi partai politik yang
menggunakan metode kuota. Padahal, dalam sistem pemilu
proporsional, selain formula alokasi kursi partai politik juga
bisamenggunakan metode divisor atau rata-rata tertinggi.“Oleh
karena itu, Taagepera dan Shugart memformulasi rumus
ambang batas atas dan ambang batas bawah menjadi ambang
batas efektif atau threshold effective atau T eff, di mana:5

kuota Hamilton/Hare/Niemeyer sering juga disebut metode LR (/argest
remainders atau sisa suara terbanyak). Teknis penghitungan kursinya
adalah sebagai berikut: tahap pertama, partai politik yang mencapai kuota
mendapatkan kursi; tahap kedua, jika kursi masih tersisa, kursi diberikan
kepada partai politik yang memiliki suara terbanyak secara berturut-turut
sampai sisa kursi habis.

4 Metode divisor membagi jumlah suara setiap partai politik dengan bilangan
pembagi atau divisor. Hasil pembagian ini kemudian dirangking dari tertinggi
hingga terendah sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia. Angka tertinggi
hingga terendah secara berturut-turut mendapatkan kursi hingga jumlah
kursi habis terbagi. Varian metode ini terletak pada bilangan pembaginya.
D’Hont menentukan bilangan pembaginya adalah 1; 2; 3; 4 .. dst; Denmark
menentukan bilangan pembaginya adalah 1,4; 3; 5; 7... dst; sedang Webster
dan St Lague menentukan bilangan pembaginya 1; 3; 5; 7... dst.

5  Arend Lijphart, Electoral System and Party System, Oxford: Oxford Universty,
1995, him. 25-30.
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50% N 50%
(m+1) 2m

Teff =

50%.2m + 50% (m + 1)
- 2m (m+ 1)
50%(2m+m+ 1)
~ T 2m m+1)
50% (3m+ 1)
" 2m (m+1)

m
2(m+1)

50% (3 + i}

Untuk m besar, maka 1/m dapat diabaikan. Rumus ini
merupakan persamaan yang disederhanakan oleh Lijphart se-
hingga menjadi: ¢

Formula ambang batas efektif yang direkomendasikan oleh
Lijphart, berangkat dari persamaan matematis sebagai jalan
tengah antara ambang batas bawah (T, ) dan ambang batas
atas (Tupper
dapat ditemukan formula yang disebut ambang batas efektif
(T_;). Ambang batas efektif selalu berada di tengah-tengah an-

tara ambang batas bawah dan ambang batas atas.

). Melalui persamaan tersebut, menurut Lijphart

Gambar 2.1 di bawah menunjukkan hubungan persentase
ambang batas t (sumbu vertikal) dan besaran daerah pemilihan
m (sumbu horisontal). Kurva merah menunjukkan ambang
batas atas, kurva hitam menunjukkan ambang batas bawah,

6  Arend Lijphart, ibid, him. 182-183.
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sedang kurva hijau menunjukkan ambang batas efektif.

Gambar 2.1 Hubungan Ambang Batas dan Besaran Daerah Pemilihan

Ambang Batas Matematis/Terselubung

T upper = 1/(m+1) Rae/Hanby/Loosemore (1971)
T lower = 1/(2m) Rae/Hanby/Loosemore (1971)
T effective = 75%/(m+1) Lijphart (1977)

——Tup
L —m - Teff
5 ——Tlow
Y
e
-
| | = :H-H#"’——A
— - .:‘:@_.
s & H 10 12 14 18

Tampak pada gambar, jika persentase suara partai politik
berhasil menerobos ambang batas bawah, maka partai politik
kemungkinan akan memperoleh kursi. Namun untuk memas-
tikan memperoleh kursi, persentase suara partai politik ter-
sebut harus menerobos ambang batas atas. Dengan kata lain,
partai politik yang suaranya melampaui ambang batas atas
berpeluang mendapatkan kursi pertama; sedang partai politik
yang suaranya melampaui ambang batas bawah berpeluang
mendapatkan kursi sisa (yang belum terbagi pada penghitung-
an pertama).

15



AMBANG BATAS PERWAKILAN

Sementara ambang batas efektif menunjukkan, jika be-
saran daerah pemilihan adalah 4 kursi, maka ambang batas
efektif adalah 15% suara. Artinya, partai politik berpeluang
mendapatkan kursi yang tersedia di daerah pemilihan terse-
but, apabila meraih sedikitnya 15% suara. Ambang batas efek-
tif ini sekali lagi memperjelas tingkat kompetisi partai politik
dalam perebutan kursi di setiap daerah pemilihan. Pada dae-
rah pemilihan berkursi kecil, tingkat persaingan sangat tinggi;
sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat per-
saingan rendah.

Rumus ambang batas atas dan ambang batas bawah yang
ditemukan Rae, Loosemore dan Hanby, serta ambang batas
efektif yang ditemukan Taagepera, Shugart dan Lijphart, me-
mastikan tingkat kompetisi partai politik di setiap daerah pe-
milihan. Artinya, meskipun undang-undang tidak menentukan
angka ambang batas perolehan kursi, dengan sendirinya besa-
ran daerah pemilihan sudah menunjukkan adanya persentase
suara minimal yang harus diperoleh partai politik agar meraih
kursi. Itulah sebabnya, besaran ambang batas atas, ambang
batas bawah dan ambang batas efektif, disebut dengan ambang
batas terselubung. Artinya, tidak tersebut dalam peraturan pe-
miluy, tetapi nyata ada secara matematis. Namun jika besaran
ambang batas itu ditulis dalam undang-undang, maka disebut
ambang batas formal.

Bagaimana menentukan ambang batas formal? Tergantung
pada kesepakatan pembuat undang-undang. Jika mereka ingin
mengurangi jumlah partai politik masuk parlemen, maka besa-
ran ambang batas formal bisa di atas angka ambang batas efek-
tif atau bahkan di atas angka ambang batas atas. Sebaliknya,
jika pembuat undang-undang sepakat membuka peluang
masuknya partai-partai baru dan partai-partai kecil, maka be-
saran ambang batas formal bisa di bawah angka ambang batas
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efektif, bahkan di bawah angka ambang batas bawah.”

B. BESARAN, LOKASI, PROSES DAN
OBYEK

Dalam perkembangan sistem pemilu proporsional, terda-
pat peningkatan lokasi ambang batas perwakilan: dari tingkat
daerah pemilihan, lalu diterapkan ke seluruh wilayah pemili-
han. Artinya, besaran ambang batas terselubung atau ambang
formal yang berlaku pada tingkat daerah pemilihin, dinaikkan
penerapannya pada seluruh wilayah pemilihan. Peningkatan
ini berlaku baik pada pemilu nasional maupun pemilu lokal.
Dengan demikian kompetisi partai untuk mendapatkan kursi
parlemen harus melalui dua saringan: pertama, ambang batas
di daerah pemilihan (terselubung atau formal), dan; kedua,
ambang batas di wilayah pemilihan (pemilu nasional/lokal).

Tujuan penerapan ambang batas pada tingkat wilayah pe-
milihan adalah: pertama, mengurangi jumlah partai politik
yang masuk parlemen; kedua, menyaring partai politik pe-
serta pemilu berikutnya. Penerapan ambang batas ini memang
mempersempit peluang partai-partai kecil atau partai-partai
baru untuk meraih kursi parlemen. Namun fungsinya dibutu-
hkan guna menyingkirkan partai-partai yang gagal mendapat-
kan dukungan pemilih. Sebab, banyaknya partai politik peserta

7 UU No. 10/2008 Pasal 205 ayat (4) sebetulnya membuat ketentuan ambang
batas formal. Ketentuan itu menyatakan, “Dalam hal masih terdapat sisa
kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara
membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagai kepada Partai Politik
Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima
piluh perseratus) dari BPP DPR.” Namun karena kentuan ini multitafsir, maka
kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.
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pemilu, tidak hanya membingungkan pemilih dalam membe-
rikan suara, tetapi juga menelan banyak dana. Sementara itu,
berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan
dapat mengurangi fragmentasi politik sehingga berdampak
positif terhadap pengambilan keputusan di parlemen.

Berapa besaran ambang batas pemilu nasional? Tidak ada
formula baku. Besar kecilnya angka ambang batas pemilu
nasional ditentukan oleh pembuat undang-undang, sesuai
dengan kondisi sosial politik masing-masing negara dan seja-
lan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai oleh undang-
undang. Tabel 2.1 menunjukkan besaran ambang batas pemilu
nasional di beberapa negara pada pemilu terakhir.

Tabel 2.1 Besaran Ambang Batas Pemilu Nasional

NEGARA TAHUN PEMILU | JUMLAH KURSI PARLEMEN | BESARAN AMBANG BATAS
Argentina 2005 127 3
Brasil 2006 513 3
Bulgaria 2009 240 4
Croatia 2007 153 5
Czech Republik 2010 200 5
Greece 2009 300 3
Indonesia 2009 560 2,5
Irak 2010 267
Israel 2009 120 2
Italy 2008 617 4
Montenegro 2009 81 3
Poland 2007 460 5
Portugal 2009 230
South Korea 2004 299 5
Turkey 2007 550 10
Ukraine 2007 450 3

SUMBER: ANDREW REYNOLDS AND AUGUST MELLAZ, INDONESIA: AREAS OF ELECTORAL LAW UNDER DISCUSSION, PERLUDEM-IFES, HLM. 15, 2011

Bagaimana dengan ambang batas pemilu lokal? Ambang
batas pemilu lokal juga berbeda-beda di setiap negara. Bahkan
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dalam satu negara yang sama, ambang batas pemilu parlemen
negara bagian, provinsi atau wilayah administratif yang lebih
kecil di negara tersebut, memiliki besaran yang berbeda-beda.
Besaran ambang batas pemilu lokal tersebut, bisa ditetapkan
oleh undang-undang nasional, tetapi tidak sedikit yang di-
tentukan oleh peraturan lokal, namun kebanyakan besaran
ambang batas lebih banyak dipengaruhi oleh undang-undang
yang sifatnya nasional.

Berdasarkan praktek penerapan ketentuan ambang batas
perwakilan di berbagai negara, Nohlen melihat, selain besaran
(persentase suara) dan lokasi penerapan (daerah pemilihan,
lokal/nasional) yang menjadi kriteria utama ambang batas,
juga terdapat dua kriteria lain, yakni penerapan pada taha-
pan penghitungan kursi dan penerapan terhadap jenis partai
yang jadi obyek. Jika pada kriteria penerapan pada tahap pen-
ghitungan, bicara soal kapan ambang batas diterapkan, pada
kriteria penerapan terhadap obyek, bicara soal partai mana
yang dikenai ambang batas.®

Singkatnya, menurut Nohlen terdapat empat kriteria
ambang batas. Pertama, persentase; besaran persentase
ambang batas yang paling umum antara 3% (Spanyol) hingga
5% (Jerman), yang terendah Belanda 0,67% dan yang tertinggi
Turki 10%. Kedua, lokasi penerapan; ketentuan ambang batas
diterapkan pada daerah pemilihan (Spanyol), dan diterapkan
di tingkat nasional (Jerman), atau di kedua tingkat (daerah
pemilihan dan nasional) sekaligus (Swedia). Ketiga, tahap
penerapan; ambang batas kebanyakan dilakukan pada tahap
awal sebelum penghitungan perolehan kursi, tetapi juga ada

8  Lihat, Gianfranco Baldini and Adriano Pappalardo, Elections, Electoral
Systems and Volatile Voters, New York: Palgrave Macmillan, 2008, him. 32-
33.
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yang dilakukan di antara tahapan-tahapan penghitungan pe-
rolehan kursi berikutnya (Denmark). Keempat, obyek ambang
batas; ambang biasa dikenakan pada setiap partai, tetapi ada
juga yang dikenakan kepada koalisi partai (Polandia). Tabel
2.2 menggambarkan bagaimana dan di mana ambang batas itu
dipraktekkan.®

Tabel 2.2 Kriteria Penerapan Ambang Batas Perwakilan

NEGARA AMBANG BATAS PERWAKILAN
TINGKAT NASIONAL TINGKAT DAERAH PEMILIHAN
Jerman 5% suara nasional, atau 3 kursi daerah pemilihan
Polandia 5% setiap partai dan 8%
koalisi partai
Spanyol 3% suara daerah pemilihan atau provinsi
Denmark* 1 kursi dari 17 daerah pemilihan

Memiliki rasio suara/rasio kursi di dua dari
tiga wilayah regional utama

2% suara nasional

Swedia 4% suara nasional 12% suara daerah pemilihan
Yugoslavia 5% suara daerah pemilihan
Argentina | 3% suara nasional 8% suara daerah pemilihan

C. SUARA TERBUANG DAN INDEKS
DISPROPORSIONAL

Materi undang-undang pemilu nasional maupun peraturan
pemilu lokal ditentukan oleh partai-partai politik yang mengu-
asai parlemen nasional atau parlemen lokal. Oleh karena itu pe-

9  Tabel diambil dari Gianfranco Baldini and Adriano Pappalardo, ibid, him. 78;
Joseph M. Colomer, (ed), Handbook of Electoral System Choice, New York:
Palgrave Macmillan, him. 95-104, 193-207, 325-330; Michael Gallagher and
Paul Mitchell (ed), The Politics of Electoral System, Oxford: Oxford University
Press, 2005, him. 459-461.

20



rubahan-perubahan terhadap instrumen teknis pemilu — yaitu
instrumen yang secara langsung mengkonversi suara menjadi
kursi: besaran daerah pemilihan, formula penghitungan kursi,
dan ambang batas perwakilan — dipengaruhi oleh persepsi
para elit politik partai-partai besar yang menguasai parlemen.
Dibandingkan dengan instrumen lain, elit partai-partai besar
Eropa lebih mengandalkan ambang batas perwakilan sebagai
instrumen untuk menentukan tujuan pemilu yang terkait dist-
ribusi perolehan suara-kursi dan pembentukan sistem kepar-
taian di parlemen.*

Oleh karena itu, para ahli pemilu mengingatkan," agar da-
lam menentukan besar kecilnya angka ambang batas perwa-
kilan, para pembuat undang-undang hendaknya mengingat
salah satu prinsip sistem pemilu proporsional, yakni membagi
jumlah kursi kepada partai politik secara proporsional sesuai
dengan perolehan suara masing-masing partai politik. Dalam
hal ini, semakin kecil perbedaan persentase raihan kursi partai
politik dengan persentase perolehan suara, maka praktek sis-
tem pemilu proporsional itu semakin sempurna. Di sinilah ke-
tentuan ambang batas berpengaruh terhadap tingkat proporsi-
onalitas hasil pemilu, karena besaran ambang batas mempe-
ngaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Dalam sistem pemilu proporsional suara yang tidak ter-

konversi menjadi kursi atau suara terbuang dikenal sebagai
wasted votes, sedangkan dalam sistem pemilu mayoritarian,

10  Gianfranco Baldini and Adriano Pappalardo, opcit him: 169-171. Riset
Ordeshook dan Svetshova (1994) dan Amorim Neto dan Cox ( 1997),
memperlihatkan hasil secara konsisten: 46% hingga 52% partai politik
utama di Eropa memilih ambang batas perwakilan.

11 Andrew Reynolds, Ben Relly and Andrew Ellis (ed), Electoral System Design:
The New International IDEA Handbook, Stockholm: International IDEA, 2008,
him. 83-84.
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sering disebut sebagai spoiler votes. Suara terbuang adalah
total jumlah suara sah pemilih yang diberikan kepada partai
politik, dan dalam proses penghitungan perolehan suara-kursi
tidak menerima satu pun kursi perwakilan.

Suara terbuang itu jelas mempengaruhi proporsionalitas
penghitungan perolehan suara-kursi. Jika persentase raihan
suara tidak sama dengan persentase perolehan kursi, maka
terjadi disproporsionalitas. Banyaknya suara terbuang tentu
berdampak nyata terhadap meningkatnya disproporsionalitias
hasil pemilu. Lijphart mendefinsikan disproporsionalitas se-
bagai deviasi antara perolehan kursi partai politik (dalam per-
sentase) dengan perolehan kursi (dalam persentase).*?

Dalam hal terdapat suara terbuang, Anckar menjumlahkan
seluruh suara dari partai politik yang sama sekali tidak menda-
patkan kursi, hasilnya kemudian dihitung secara persentase
dibandingkan dengan suara yang terkonversi menjadi kursi.*s
Sedangkan untuk mengukur deviasi persentase perolehan kursi
dibandingkan persentase perolehan suara, Lijphart menyebut-
kan formula Michael Gallagher sebagai an excellent solution.

Temuan Gallagher biasa disebut dengan Least Squares
Index (LSq), atau Indeks Disproporsional. Adapun for-
mulanya adalah akar setengah dari total jumlah persentase
suara partai politik dikurangi dengan persentase kursi partai
pangkat dua, atau dalam bentuk rumus:*

12 Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven
Democracies, 1945-1990, Oxford: Oxford University Press, 1994, him. 58

13 Carsten Anckar, dalam Determinants of Disproportionality and Wasted Votes,
Electoral Studies: an International Journal, Volume 16, Number 4, December
1997, him. 503.

14 Lijphart, opcit, him. 60-61.
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LSq = V23 (v,-s))2

di mana, v, adalah persentase suara partai politik dan s,
adalah persentase kursi partai politik.

Formula Indeks Disproporsional menunjukkan kesen-
jangan perolehan suara partai politik dibandingkan perolehan
suara dalam persentase. Selisih persentase kursi yang lebih
besar dibandingkan pesentase suara, disebut surplus propors-
ional. Semakin tinggi surplus proporsional yang diterima oleh
partai politik, maka hasil pemilu makin tidak proporsional. Di
sinilah ketentuan ambang batas berpengaruh terhadap besar-
nya indeks disproporsional, karena semakin tinggi besaran
ambang batas, maka semakin banyak suara yang terbuang, se-
hingga semakin berkuang suara partai politik yang bisa dikon-
versi menjadi kursi.

Menurut The Independent Commission on Voting System
Inggris atau sering disebut dengan Komisi Jenkin®, tingkat
proporsionalitas hasil pemilu bisa dikelompokkan menjadi
tiga kategori: pertama, dinyatakan proporsional (full-pro-
portional) jika indeksnya antara 4-8%, yang kemudian di-
longgarkan sampai di bawah 10%; kedua, pada kisaran 10-15%
disebut semiproporsional (semi-proportional), dan; ketiga,
di atas 15% disebut nonproporsional (non-proportional).
Ketiga kriteria tersebut dihitung berdasarkan formula Loose-
more-Hanby Index (LHI), yaitu:*

15 Inggris sesungguhnya menggunakan sistem pemilu mayoritarian (varian
FPTP). Namun sejak 1980-an terjadi perdebatan untuk beralih ke sistem
proporsional. Dalam rangka mengkaji kelayakan sistem proporsional itulah
Parlemen Inggris membentuk Komisi Jenkins. Hasil kerja Komisi Jenkins ini
sering jadi rujukan dalam pembahasan sistem pemilu proprosional.

16 Philip, Kestelman, Alternative Voting in Proportion, voting matters, Issue 27,
him. 27-28. Lihat juga Oonagh, Gay, Voting Systems: The Jenkins Report,
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LHI = 123 [v,-s,]"”

di mana: v, = persentase suara, s, = persentase kursi

Jika diperbandingkan, pada penghitungan LHI Loosemo-
re-Hanby Index (LHI), hasilnya dua kali lipat dari hasil Least
Squares Index (LSq). Jika penghitungan disproporsionalitas
menggunakan Indeks LSq menghasilkan angka 3,50, maka
pada penghitungan Indeks LHI hasilnya pada kisaran di atas
7%. Perbedaan dua kali lipat pada Indeks LHI dibanding In-
deks LSq dapat dipahami, karena meski formulanya hampir
mirip, namun penggunaan akar pada Indeks LSq menjadikan
hasilnya selalu setengah lebih kecil dari indeks LHI. Hasil ter-
sebut juga dikonfirmasi oleh penghitungan yang telah dila-
kukan Lijphart dalam bukunya Electoral Systems and Party
Systems.*®

Penghitungan hasil pemilu Indonesia pada kajian ini akan
menggunakan Indeks LSq atau Indeks Gallagher. Hasil peng-
hitungan indeks disproporsional yang akan dilakukan baik un-
tuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
selanjutnya dapat digunakan untuk menilai, sampai dimana
misi proporsional dari pemilu telah dicapai.

Research Paper 98/112, 10 December 1998, Home Affairs Section, House of
Commons Library, him 44-51

17  Ibid, Philip, Kestelman
18  Ibid, Lijphart, Arendt, Electoral Systems and Party Systems, him. 59

24



D. AMBANG BATAS PERWAKILAN
OPTIMAL

Penerapan ambang batas berpengaruh terhadap peningka-
tan indeks disproporsional. Namun penerapan ambang batas
dalam sistem pemilu proporsional, oleh banyak negara tetap
diperlukan guna mengurangi jumlah partai politik yang masuk
parlemen, dan menyaring partai politik peserta pemilu be-
rikutnya. Jadi, fungsi ambang batas adalah menyaring partai-
partai yang gagal mendapatkan dukungan pemilih, karena: di
satu pihak, banyaknya partai politik peserta pemilu, tidak ha-
nya membingungkan pemilih dalam memberikan suara, tetapi
juga menelan banyak dana; di lain pihak, berkurangnya jumlah
partai politik di parlemen diharapkan dapat mengurangi frag-
mentasi politik sehingga berdampak positif terhadap pengam-
bilan keputusan.

Oleh karena itu banyak ahli pemilu yang mencari formu-
la yang pas untuk menetapkan besaran ambang batas, agar
fungsi ambang batas berjalan efektif sekaligus tetap menahan
agar indeks disproporsional tidak meningkat. Dibandingkan
dengan instrumen besaran daerah pemilihan, pengaruh langs-
ung ambang batas terhadap indeks disproporsional memang
masih lebih rendah. Namun demikian instrumen ambang ba-
tas berdampak lebih nyata pada besarnya jumlah suara yang
terbuang. Hal ini mendasari para ahli pemilu untuk mencari
formula yang tepat guna menghitung berapa ambang batas
perwakilan untuk pemilu nasional/lokal yang optimal.*

Tidak mudah untuk memastikan berapa ambang batas op-

19 Carsten Anckar, Determinants of Disproportionality and Wasted Votes,
Electoral Studies an International Journal, Pergamon, Volume 16, December
1997, him. 502-515.
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timal. Sebab hampir semua negara membagi wilayahnya ke
dalam banyak daerah pemilihan dengan besaran kursi yang
berbeda-beda, yang di dalamnya juga ditetapkan ambang ba-
tas formal. Menurut Gallagher dan Mitchell, dari sekian bany-
ak formula ambang batas optimal yang telah dirumuskan oleh
para ahli pemilu, formula Taagepera dinilai cukup mewakili
untuk menghitung ambang batas nasional efektif. Gallagher
dan Mitchell menggunakan formula tersebut dalam menilai
optimalitas ambang batas beberapa negara, seperti Spanyol
dan Irlandia.2°

Formula Taagepera beranjak dari tiga variabel kunci: rata-
rata besaran daerah pemilihan (M), jumlah kursi parlemen
(S), dan jumlah daerah pemilihan (E). Hubungan ketiganya
dirumuskan dalam bentuk ambang batas nasional (T) sebagai
berikut:

T = 75%/((M+1)*VE)
atau,
T = 75%/((S/E)+1)*VE)
atau,

T =75%/((S+E)/E*VE)

E. SISTEM KEPARTAIAN DAN
EFEKTIVITAS PARLEMEN

Ambang batas perwakilan, baik terselubung maupun for-
mal, berpengaruh terhadap pembentukan sistem kepartaian.

20  Michael Gallagher and Paul Mitchell (ed), The Politics of Electoral System,
Oxford: Oxford University Press, 2005, him. 608-611.
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Dalam kaitan dengan pemilu, sistem kepartaian dibedakan
atas dua jenis, yaitu sistem dwipartai dan sistem multipartai.
Yang pertama adalah produk dari sistem pemilu mayoritarian
(di mana setiap daerah pemilihannya berkursi tunggal sehing-
ga ambang batas perwakilannya mencapai 50%); sedang yang
kedua adalah produk sistem pemilu proporsional (di mana be-
saran daerah pemilihannya bervariasi sehingga ambang batas
perwakilannya juga bervariasi).

Dengan kata lain, bicara tentang sistem kepartaian sesung-
guhnya bicara tentang partai politik sebagai produk dari pe-
milu, yaitu partai politik yang berada di parlemen. Amerika
Serikat dan Inggris, jumlah partai riil yang ada di masyarakat
mencapai belasan bahkan puluhan. Akan tetapi, di dua negara
yang memakai sistem pemerintahan berbeda tersebut sistem
kepartaiannya disebut sistem dua-partai. Sebab hanya dua
partai masuk di parlemen, atau hanya dua partai yang paling
menentukan pembuatan keputusan di parlemen.

Jadi, tidak semua partai di parlemen berpengaruh terhadap
sistem kepartaian. Sebagai ilustrasi adalah Pemilu Inggris 2005
yang menghasilkan 12 partai politik masuk parlemen. Namun
dari 646 kursi di parlemen Inggris, kursi terkonsentrasi pada
Partai Buruh (356), Partai Konservatif (198) dan Partai Liberal
(62); sedang 9 partai lain mendapatkan kursi bervariasi antara
1 hingga 9. Oleh karena itu sistem kepartaian di Inggris hasil
Pemilu 2005 sesungguhnya hanya ditentukan oleh 2 atau 3
partai. Makanya Inggris masuk kategori sistem dua-partai.

Jika demikian, bagaimana menentukan pengaruh partai di
parlemen sehingga partai tersebut masuk dalam hitungan sis-
tem kepartaian? Sartori menawarkan apa yang disebut dengan
“partai relevan”. Partai relevan itu ditentukan oleh dua penya-
ring, yaitu potensi berkoalisi dan potensi menggertak (oposisi).
Pertama, partai memiliki potensi koalisi apabila di berada da-
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lam posisi yang menentukan terbentuknya koalisi, dan ber-
kemungkinan menjadi salah satu mayoritas di pemerintahan.
Kedua, partai memiliki potensi mengintimidasi apabila kebe-
radaannya mempengaruhi taktik persaingan antarpartai, teru-
tama ketika mampu mengubah arah persaingan.

Atas dua penyaring itu Sartori membedakan lima sistem
kepartaian: pertama, sistem partai tunggal, terdapat satu par-
tai relevan; kedua, sistem dua-partai, terdapat dua partai rele-
van; sistem pluralisme moderat, terdapat 3-5 partai relevan;
dan sistem pluralisme ekstrim, terdapat lebih dari 5 partai re-
levan.>!

Konsep partai relevan Sartori tersebut kemudian diformu-
lasikan secara matematis oleh Laakso dan Taagepera, sehingga
muncul konsep jumlah efektif partai politik di parlemen atau
dikenal dengan Indeks ENPP (effective number of parlia-
mentary parties), dengan rumus:>2?

ENPP = 1/(¥s)>=1/(s+s,+ SIS RO S)

i=1

Sebagai ilustrasi, bagaimana menentukan sistem keparta-
ian berdasarkan jumlah efektif partai di parlemen, Kartawidja-

21 Giovanni Sartori, Parties and Party System: A frameworks of Analysis, New
York: Cambridge Unversty Press, 1976.

22 Lihat, Markku, Laakso and Rein Taagepera, “Effective Number of Parties:
A Measure with Aplication to West Eropa,” dalam Comparative Political
Studlies, 1979, dan Taagepera, Rein and Matthew Sgberg Shugart, Seat and
Votes: The effects and Determinant of Electoral System, New Haven: Yale
University, 1989. Bandingkan dengan Pipit R Kartawidjaja, “Multikepartai
Sederhana”, naskah tidak diterbitkan, Jakarta: Perludem, 2007.
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ja menyajikannya pada Tabel 2.3. Tampak pada Sistem I, yaitu
sistem dua-partai, kursi parlemen terbagi 50:50, sehingga In-
deks ENPP-nya adalah 2,0. Pada Sistem II atau sistem plura-
lisme moderat, yang perolehan kursinya 25:25:25:25, maka In-
deks ENPP-nya adalah 4,0. Sedang pada Sistem III, meskipun
jumlah partai masuk parlemen adalah 4, namun sistem ke-
partaiannya masuk kategori sistem dua-partai karena Indeks
ENPP-nya adalah 2,23.23

Dengan konsep partai relevan Sartori, yang kemudian di-
formulasi dalam bentuk Indeks ENPP oleh Laakso dan Taa-
gepera, maka banyaknya partai politik yang masuk parlemen
tidak identik dengan pembentukan sistem kepartaian. Banya-
knya partai yang masuk parlemen juga tidak identik dengan
efektivitas parlemen, sebab tidak semua partai di parlemen
mempunyai pengaruh yang sama dalam membuat keputusan.

Tabel 2.3 llustrasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Indeks ENPP

SISTEM | SISTEM I SISTEM Il

PARTAI | PERO- Sl 2 PE- Sl 2 PERO- Sl 2
PARLE- | LEHAN ROLE- LEHAN

MEN | KURSI HAN KURSI

P KURSI P
S
A 50 0,25 25 0,0625 60 0,360
B 50 0,25 25 0,0625 25 0,063
C 25 0,0625 10 0,010
D 25 0,0625 5 0,003
Jumlah | 100 | Xsi2=0,50 100 | Xsi2=0,25 1100 2.si2=0,435
ENPP | 1/Xsi2= 2,0 12si2= 4,0 112Xsi2= 223

Dari sudut pandang yang lain, efektivitas parlemen juga
dipengaruhi oleh fragmentasi parlemen, yakni tingkat peny-

23 Pipit R Kartawidjaja, “Multikepartai Sederhana”, ibid.
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ebaran partai politik di parlemen. Di sini berlaku dalil, bahwa
semakin tinggi fragmentasi, maka semakin sulit parlemen
membuat keputusan karena semakin banyak partai yang ber-
pengaruh dalam pengambilan keputusan. Rae memformulasi
Indeks Fragmentasi, di mana semakin tinggi indeksnya
berarti semakin besar fragmentasinya.

Fragmentasi, yang oleh Rae disebut juga sebagai fraksio-
nalisasi, beranjak dari pertanyaan: apakah kekuatan politik
terkonsentrasi pada satu partai, atau terbagi di antara berba-
gai partai? Dengan demikian, fragmentasi ingin menunjukkan
apakah sistem kepartaian yang terbentuk pascapemilu adalah
sistem satu-partai, sistem dua-partai, sistem multipartai mo-
derat, atau sebuah sistem multipartai ekstrim.

Fragmentasi atau fraksionalisasi dioperasionalkan dalam
oleh dua variabel: pertama, jumlah perolehan suara partai;
kedua, kekuatan relatif atau perimbangan perolehan suara.
Singkatnya, Rae memperlihatkan sejauh mana kekuatan po-
litik yang ada di parlemen tersebar di antara partai-partai.>
Dengan F adalah fragmentasi dan s adalah persentase kursi
parlemen, maka rumus Indeks Fragmentasi Rae adalah:

F=1-Y(s)2=1-1/ENPP

i=1

Dari rumus tersebut tampak, bila Indeks ENPP diketahui,
maka Indeks Fragmentasi juga diketahui, karena keduanya
memang memformulasi sesuatu yang sama, yakni efektivitas
parlemen, yang dipengaruhi tingkat penyebaran kekuatan par-
tai politik.

24 Douglas W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws, New Haven
and London, Yale University Press, 1967, him. 53-58.
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Jadi, berbicara tentang efektivitas parlemen dalam membu-
at keputusan, sebetulnya berbicara tentang jumlah partai efek-
tif parlemen (ENPP) dan fragmentasi (F). Dua rumus tersebut
lebih terukur dalam memprediksi atau menilai efektivitas kerja
parlemen, daripada semata mendasarkan pada jumlah riil par-
tai politik di parlemen.
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BAB 3
PENYEDERHANAAN
PARTAI POLITIK
DAN EFEKTIVITAS
PEMERINTAHAN

A.TIPOLOGI DAN PENYEDERHANAAN
PARTAI POLITIK

Menghadapi berbagai dinamika politik nasional pasca-
Orde Baru, banyak politisi dan akademisi sering melontarkan
gagasan “penyederhanaan partai politik”. Mereka menyim-
pulkan, biang dari segala macam keruwetan politik selama ini
adalah banyaknya partai politik. Oleh karena itu perlu dilaku-
kan penyederhanaan partai politik atau pengurangan jumlah
partai politik. Tetapi partai politik mana yang harus diseder-
hanakan atau dikurangi jumlahnya, tidak begitu jelas.

Padahal tidak semua partai politik ikut bersalah ditengah
silang sengkarut perpolitikan selama ini. Partai politik yang
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tidak mempunyai kursi di DPR misalnya, tentu tidak bisa dise-
but ikut bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul di
sekitar parlemen. Bahkan partai politik yang tidak tergabung
dalam koalisi pemerintahan pun tidak bisa dituduh sebagai
biang keladi buruknya kinerja pemerintahan. Oleh karena itu,
dalam rangka memperjelas konsep penyederhanaan partai po-
litik, maka terlebih dahulu perlu diidentifikasi beragam jenis
partai politik.

Berdasarkan realitas politik masyarakat Indonesia yang
plural dan dengan memperhatikan sistem hukum nasional
yang berlaku, partai politik bisa dibedakan atas 4 jenis: perta-
ma, partai politik masyarakat, yaitu partai politik yang baru di-
bentuk oleh sekelompok warga masyarakat; kedua, partai poli-
tik berbadan hukum, yaitu partai politik bentukan sekelompok
warga masyarakat yang memiliki badan hukum resmi karena
telah didaftarkan pada institusi yang berwenang; ketiga, partai
politik peserta pemilu, yaitu partai berbadan hukum yang me-
menuhi syarat untuk mengikuti pemilu, dan; keempat, partai
politik parlemen, yaitu partai politik peserta pemilu yang ber-
hasil meraih kursi di parlemen.

Jika demikian, maka partai politik mana yang harus dise-
derhanakan atau dikurangi jumlahnya? Apakah semua jenis
partai politik bisa disederhanakan dan bagaimana cara me-
nyederhanakannya? Lalu bagaimana fungsi ambang batas
perwakilan dalam penyederhanaan partai politik? Pada partai
politik jenis mana ketentuan ambang batas berdampak nyata
terhadap penyederhanaan politik?

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ambang batas perwa-
kilan atau threshold (terselubung atau formal) bekerja dalam
sistem pemilu. Oleh karena itu, jika menggunakan ketentuan
ambang batas sebagai instrumen untuk menyederhanakan
partai politik, maka penerapannya hanya berlaku terhadap
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partai politik peserta pemilu dan partai politik parlemen. Se-
bab, kedua jenis partai politik itulah yang terlibat dalam proses
pemilu.

Namun, sebelum membahas tentang pengaruh ketentuan
ambang batas terhadap penyederhanaan partai politik peserta
pemilu dan partai politik parlemen, terlebih dahulu akan di-
bahas langkah-langkah penyederhanaan partai politik partai
politik berbadan hukum dalam praktek politik nasional selama
ini.

Lantas bagaimana dengan partai politik masyarakat? Jika
partai politik masyarakat didefinisikan sebagai partai politik
(yang baru) dibentuk oleh sekelompok warga masyarakat;
maka terhadap partai politik jenis ini, jelas tidak bisa dihalangi
pembentukannya. Sebab, membentuk partai politik merupa-
kan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.

Membentuk partai politik bukan sekadar realisasi hak
warga negara atas kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi
juga bentuk lain dari persamaan warga negara untuk mengak-
ses kekuasaan pemerintahan. Apalagi konstitusi menetapkan
sebagian besar jabatan publik ditentukan DPR dan Presiden.
Padahal untuk menjadi anggota legislatif (DPR, DPRD pro-
vinsi, DPRD kabupaten/kota) dan kepala eksekutif (presiden,
gubernur dan bupati/walikota), harus melalui atau setidaknya
atas persetujuan partai politik.!

Secara hukum, partai politik masyarakat sebenarnya baru-

1 UUD 1945 Pasal 27 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan
kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28
menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang.” Pasal
28E Ayat (3) menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
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lah embrio partai politik. Secara politik, partai politik masy-
arakat juga belum menjadi partai politik yang sebenarnya, ka-
rena mereka belum terlibat dalam perebutan jabatan-jabatan
politik, khususnya melalui mekanisme pemilu. Oleh karena
itu, partai politik masyarakat baru sah keberadaannya, sete-
lah dinyatakan telah berbadan hukum; dan baru benar-benar
menjadi partai politik riil apabila telah menjadi peserta pemilu
untuk berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik.

B. PERSYARATAN PARTAI POLITIK
BERBADAN HUKUM

Penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai politik
berbadan hukum bisa dilakukan melalui undang-undang par-
tai politik, yaitu dengan cara memperketat persyaratan pem-
bentukan partai politik berbadan hukum agar tidak setiap
orang dengan gampang mendirikan partai politik, mengingat
partai politik bukanlah organisasi masyarakat biasa. Partai po-
litik adalah organisasi yang berhak mengakses kekuasaan atas
dasar dukungan rakyat, baik melalui mekanisme pemilu mau-
pun mekanisme sah lainnya. Oleh karena itu sudah semestinya
partai politik berbadan hukum mampu menjalankan fungsinya
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Sejak rezim otoritarian Orde Baru tumbang pada Mei 1998,
Indonesia telah mengeluarkan 4 undang-undang partai poli-
tik, sesuai urutan waktu menjelang pemilu. Menjelang Pemilu
1999 persyaratan membentuk partai politik sangat mudah: cu-
kup 50 orang sepakat, lalu membuat akte di hadapan notaris.2

2 UU No. 2/1999 Pasal 2, 3 dan 4.
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Menjelang Pemilu 2004 persyaratan membentuk partai poli-
tik diperketat. Selain harus didukung sedikitnya 50 orang dan
membuat akte pendirian di hadapan notaris, partai juga harus
memiliki pengurus dan kantor di 50% provinsi dan 50% kabu-
paten/kota pada provinsi yang dimaksud.3

Persyaratan tersebut rupanya masih dianggap terlalu ring-
an, mengingat jumlah partai politik baru yang mendaftarkan
diri ke Depkumham tetap banyak. Oleh karena itu menjelang
Pemilu 2009 persyaratan mendirikan partai diperketat lagi.
Jumlah pendiri tetap 50 orang, tetapi harus menyertakan 30%
perempuan. Selanjutnya, partai politik harus memiliki pengu-
rus dan kantor di 60% provinsi dan di 50% kabupaten/kota
dari provinsi yang dimaksud, serta di 25% kecamatan di kabu-
paten/kota yang dimaksud.# Bagaimana dampak pengetatan
persyaratan bagi usaha penyederhanaan partai politik berba-
dan hukum, bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Seleksi Pembentukan Partai Politik Berbadan Hukum

vy | PRAIOUTKEIONTA | sl

1999 148 141
2004 237 50
2009 115 24

Mengingat masih banyak kelompok masyarakat yang ber-
kehendak mendirikan partai politik, maka menjelang Pemilu
2014 persyaratan pendirian diperketat lagi. Pendiri partai po-
litik di hadapan notaris memang tetap 50 orang dengan 30%

3 UU No. 31/2002 Pasal 2, 3 dan 4.
4 UU No. 2/2008 Pasal 2, 3 dan 4.
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perempuan, namun para pendiri itu harus berasal dari setiap
provinsi. Selanjutnya, partai politik harus memiliki pengurus
dan kantor di 100% provinsi dan di 75% kabupaten/kota pada
setiap provinsi, serta 50% kecamatan pada kabupaten/kota
yang dimaksud.>

Persyaratan pembentukan partai politik tersebut dirasa ter-
lalu sulit untuk dipenuhi oleh sekelompok warga negara yang
berkehendak mendirikannya, sehingga cenderung membatasi
hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, undang-
undang yang mengatur ketentuan tersebut diajukan ke Ma-
hkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali (judicial review).
Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan
persyaratan dalam undang-undang tersebut tetap sah berla-
ku.b

Apakah pembatasan partai politik berbadan hukum dengan
cara memperketat persyaratan administrasi pembentukan dan
sebaran kepengurusan tersebut efektif mengurangi hasrat ma-
syarakat untuk membentuk partai politik? Jika memperhati-
kan banyaknya kelompok masyarakat yang mendaftarkan par-
tai politik berbadan hukum ke Depkumham sejak menjelang
Pemilu 1999 hingga menjelang Pemilu 2009, sebagaimana
tampak pada Tabel 3.1 maka pengetatan persyaratan admi-
nistrasi dan sebaran kepengurusan, gagal membendung atau
membatasi pembentukan partai politik berbadan hukum.

Persyaratan administratif yang terus diketatkan sepertinya

tambah sulit, akan tetapi kenyataannya tetap bisa dipenubhi.
Sebab, sejauh para pendiri partai politik itu punya dana cu-

5 UU No. 2/2011 Pasal 2, 3 dan 4.

6 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011, tertanggal 4 Agustus
2011.
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kup untuk membentuk dan menyewa kantor partai politik di
provinsi dan kabupaten/kota, maka persyaratan tersebut gam-
pang diwujudkan.

Persyaratan administrasi pendirian partai politik berbadan
hukum sebaiknya tidak terus diperketat — sehingga bisa ditafsir-
kan sebagai pelanggaran hak berserikat dan dan berkumpul - ka-
rena pengetatan tersebut tidak berarti apa-apa bagi orang-orang
yang memiliki dana cukup. Biarlah masyarakat bebas mendirikan
partai politik, mengingat mendirikan partai politik merupakan
hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara.

Yangharusdilakukan adalah pengetatan persyaratan mengik-
uti pemilu. Sebab, banyaknya partai politik peserta pemilu tidak
hanya menyulitkan rakyat dalam memberikan suara, tetapi
juga berimplikasi pada membengkaknya dana pemilu. Namun
pengetatan persyaratan itu hendaknya tidak semata bersifat ad-
ministratif, melainkan yang lebih substantif, yakni memastikan
bahwa partai politik baru benar-benar diterima rakyat.

C. AMBANG BATAS PERWAKILAN DAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Langkah menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai
politik peserta pemilu bisa dilakukan melalui undang-undang
pemilu. Sama dengan upaya menyederhanakan partai politik
berbadan hukum, upaya menyederhanakan partai politik pe-
serta pemilu dari pemilu ke pemilu, secara administratif juga
diperketat. Ketentuan ini tentu saja berlaku bagi partai poli-
tik berbadan hukum baru, yang untuk pertama kalinya ber-
kehendak menjadi peserta pemilu. Sedang bagi partai politik
yang sudah menjadi peserta pemilu, untuk mengikuti pemilu
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berikutnya, persyaratannya dikaitkan dengan capaian hasil
pemilu sebelumnya. Pada titik inilah ketentuan ambang batas
perwakilan bisa dipergunakan sebagai perangkat untuk me-
nyaring peserta pemilu berikutnya.

Karena Pemilu 1999 merupakan pemilu transisi, maka per-
syaratan partai politik peserta pemilu cukup ringan: pertama,
sudah berbadan hukum sah; kedua, memiliki pengurus dan
kantor di 50% provinsi dan 50% di kabupaten/kota pada pro-
vinsi yang bersangkutan.” Selanjutnya pada Pemilu 2004, selain
sudah berbadan hukum sah, syarat penyebaran pengurus dan
kantor ditingkatkan, yaitu partai politik berbadan hukum me-
miliki pengurus dan kantor di 2/3 provinsi dan 2/3 kabupaten/
kota pada provinsi yang bersangkutan. Partai politik di kabupa-
ten/kota dituntut memiliki minimal 1000 anggota atau 1/1000
jumlah penduduk. Persyaratan penyebaran pengurus dan kan-
tor tersebut tidak berubah pada Pemilu 2009, kecuali ketentuan
menyertakan 30% perempuan dalam kepengurusan.®

Tabel 3.2. Seleksi Partai Politik Berbadan Hukum Baru Menjadi Peserta
Pemilu

MENJELANG PEMILU PARTAI POLITIK PARTAI POLITIK SAH | PARTAI POLITIK
PENDAFTAR BADAN | BERBADAN HUKUM PESERTA
HUKUM PEMILU
1999 148 141 48
2004 237 50 24
2009 115 24 38°

7 UU No. 3/1999 Pasal 39 ayat (1).
8 UU No. 10/2008 Pasal 8.

9 Jumlah ini berasal dari 18 partai yang lolos verifikasi KPU, 4 yang diloloskan
PTUN, ditambah 16 partai pemilik kursi di DPR hasil Pemilu 2009. Pada
Pemilu 2009, selain 38 partai tersebut terdapat 6 partai lokal di Aceh yang
berkompetisi memperebutkan kursi DPR Aceh dan DPRD kabupaten/kota di
Aceh. Jumlah 6 partai tersebut merupakan saringan terhadap 10 partai lokal
berbadan hukum yang mendaftar untuk ikut Pemilu 2009 di Aceh.
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Bagaimana efektivitas pengetatan persyaratan adminstrasi
berupa penyebaran pengurus dan kantor tersebut bagi upaya
penyederhanaan partai politik peserta pemilu, bisa dilihat
pada Tabel 3.2. Dari tabel tersebut tampak, bahwa peningka-
tan persyaratan administrasi berupa penyebaran pengurus dan
kantor di provinsi dan kabupaten/kota, tidak memiliki dam-
pak signifikan bagi pengurangan jumlah peserta pemilu dari
satu pemilu ke pemilu beriktunya. Sebab, persyaratan tersebut
sangat mudah dipenuhi bagi partai politik yang didukung oleh
dana besar. Selain itu, verifikasi yang dilakukan oleh KPU ter-
hadap persyaratan penyebaran pengurus, anggota dan kantor,
lebih berdasarkan data-data administratif daripada data riil
di lapangan sehingga mudah dimanipulasi oleh partai politik
maupun tim verifikasi.

Tentang persyaratan peserta pemilu berikutnya bagi partai
politik yang sudah menjadi peserta pemilu, undang-undang
pemilu juga mengalami perubahan pengaturan. Di sini berlaku
ketentuan ambang batas kepesertaan pemilu, atau electoral th-
reshold, dengan beberapa perubahan dan variasi. Undang-un-
dang untuk Pemilu 1999 mensyaratkan, partai politik peserta
Pemilu 1999 dapat menjadi peserta Pemilu 2004 apabila me-
miliki sedikitnya 2% kursi DPR atau sedikitnya 3% kursi DPRD
provinsi atau DPRD kabupaten/kota, yang tersebar pada V2
provinsi dan ¥2 kabupaten/kota.*°

Undang-undang untuk Pemilu 2004 meningkatkan
ambang batas kepesertaan pemilu berikutnya itu menjadi 3%
kursi DPR atau sedikitnya 4% kursi DPRD provinsi atau DPRD
kabupaten/kota, yang tersebar pada /2 provinsi dan 2 kabu-
paten/kota. Lalu undang-undang untuk Pemilu 2009 tidak

10 UU No. 3/1999 Pasal 39 ayat (3).
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lagi menggunakan electoral threshold, dan menggantikan-
nya dengan ambang batas masuk parlemen (parliamentary
treshold) sebagai penyaring untuk mengikuti Pemilu 2014.
Undang-undang ini menentukan partai politik yang meraih
sedikitnya 2,5% suara nasional berhak mengirimkan wakil-
nya ke DPR, yang berarti juga berhak menjadi peserta Pemilu
2014."

Tabel 3.3 Ambang Batas Kepesertaan Pemilu dan Peserta Pemilu

PEMILU PESERTA PEMILU LOLOS AMBANG BATAS PESERTA PEMILU
PEMILU SEBELUMNYA BARU
1999 48 - 48"
2004 24 6 18
2009 38 7 14+(17)"
2014 9

Bagaimana hasil dari implementasi ketentuan ambang ba-
tas kepesertaan pemilu tersebut tampak pada Tabel 3.3 Seba-
gaimana tampak pada tabel, ketentuan ambang batas kepeser-
taan pemilu sebetulnya berhasil signifikan menyaring peserta
pemilu berikutnya. Dari 48 peserta Pemilu 1999 yang lolos ha-
nya 6 partai politik, selanjutnya dari 24 peserta Pemilu 2004

11 UU No. 10/2008 Pasal 202.

12 Dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999, sesungguhnya terdapat 3 partai
lama yang berkompetisi dalam pemilu-pemilu Orde Baru, yaitu Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan. Partai Golkar adalah nama baru dari Golkar, sedang Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah nama baru dari Partai Demokrasi
Indonesia. Ketiga partai lama tersebut diberlakukan sebagai partai baru.

13 Partai politik baru peserta Pemilu 2009 sesungguhnya 14, ditambah partai
politik yang lolos ambang batas 7, mestinya jumlah total partai politik
peserta Pemilu 2009 hanya 21. Namun undang-undang juga menyatakan
bahwa partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2004 bisa menjadi peserta
Pemilu 2009, maka 17 partai politik (selain 7 partai yang lolos ambang
batas) menjadi peserta Pemilu 2009.
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yang lolos hanya 7 partai politik. Demikian juga dengan keten-
tuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009 yang lolos 9
partai politik.

Akan tetapi ketentuan tersebut pada Pemilu 2009 dika-
caukan oleh undang-undang sendiri, karena undang-undang
untuk Pemilu 2009 menyatakan: pertama, partai politik yang
memiliki kursi hasil Pemilu 2004 bisa menjadi peserta Pemi-
lu 2009;* kedua, partai peserta Pemilu 2004 dapat menjadi
peserta Pemilu 2009.% Itulah sebabnya peserta Pemilu 2009
menjadi hampir dua kali lipat pemilu sebelumnya, meskipun
jumlah partai politik baru yang memenuhi syarat menjadi pe-
serta pemilu tidak banyak.

Undang-undang untuk Pemilu 2014 seharusnya konsisten
menggunakan mekanisme ambang batas perwakilan sebagai
perangkat untuk menyaring peserta pemilu berikutnya. Ar-
tinya, partai politik yang lolos ketentuan ambang batas per-
wakilan 2,5% suara nasional atau memiliki kursi DPR secara
otomatis berhak mengikuti Pemilu 2014. Sementara partai po-
litik yang berbadan hukum baru bisa menjadi peserta pemilu
apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-
undang.

Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan nasib partai
politik peserta Pemilu 2009 yang tidak lolos ambang batas per-
wakilan 2,5% suara nasional atau tidak memiliki kursi DPR?
Dalam hal ini ada dua jenis partai politik: pertama, partai poli-
tik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupa-
ten/kota; kedua, partai politik yang sama sekali tidak memiliki
kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Tentu

14 UU No. 10/2008 Pasal 316 huruf d.
15 UU No. 10/2008 Pasal 8 ayat (2).
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saja perlakuannya harus berbeda, tetapi perlakuannya seperti
apa, tidak mudah pengaturannya mengingat pemilu untuk me-
milih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah masalah
yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

D. AMBANG BATAS PERWAKILAN DAN
PARTAI POLITIK PARLEMEN

Partai politik parlemen adalah partai politik peserta pemilu
yang berhasil meraih kursi di parlemen. Karena parlemen ter-
diri atas tiga tingkatan (DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabu-
paten/kota)*, dan pemilu untuk memilih mereka diselenggar-
akan secara serentak, maka partai politik parlemen juga bera-
gam sesuai dengan kepemilikan kursi parlemen hasil pemilu.

Pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, undang-undang tidak
mengatur ketentuan ambang batas perwakilan, baik untuk pe-
milu DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
Oleh karena itu, seperti tampak pada Tabel 3.4, jumlah par-
tai politik hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sangat banyak.
Namun pada Pemilu 2009 berlaku ketentuan ambang batas
perwakilan pemilu DPR berupa perolehan suara nasional mi-
nimal 2,5%, sehingga jumlah partai di DPR hasil Pemilu 2009
turun secara signifikan.

Tetapi karena ketentuan ambang batas perwakilan itu tidak
diberlakukan pada pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabu-

16 UUD 1945 menempatkan DPD sebagai lembaga parlemen. Namun dalam
kesempatan ini pembahasan hanya difokuskan pada DPR, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota, mengingat DPD memiliki kedudukan dan fungsi yang
berbeda dan dipilih dengan sistem pemilu yang berbeda.
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paten/kota, maka jumlah partai politik di dua parlemen lo-
kal tersebut masih tetap banyak. Dengan kata lain, ketentuan
ambang batas perwakilan mempunyai dampak signifikan ter-
hadap upaya penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai
politik di parlemen.

Tabel 3.4 Partai Politik Parlemen Hasil Pemilu

PARLEMEN PEMILU 1999 PEMILU 2004 PEMILU 2009
DPR 21 17 9
DPRD Provinsi 43 24 38"
DPRD Kabupaten/Kota 43 24 38

Dampak nyata pengurangan jumlah partai politik di DPR
akibat penerapan ambang batas suara nasional 2,5% itulah
yang melatarbelakangi munculnya gagasan dan usulan untuk
mengubah ketentuan ambang batas pada pemilu mendatang.
Perubahan yang diusulkan menyangkut dua hal: pertama, me-
naikkan besaran ambang batas pemilu nasional untuk memi-
lilih DPR, dan; kedua, menerapkan ketentuan ambang batas
pada pemilu daerah untuk memilih DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.

Alasan utama menaikkan besaran ambang batas pemilu
DPR adalah mengurangi jumlah partai politik di DPR, sebab
jumlah yang ada saat ini (9 partai politik) masih dianggap ter-
lalu banyak. Jumlah partai politik yang banyak itulah yang di-
anggap sebagai faktor penyebab tidak efektifnya kerja parlemen
yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya kinerja

17 Terdapat 2 partai lokal Aceh, yang tidak mengikuti pemilu nasional.
18 Terdapat 5 partai lokal Aceh, yang tidak mengikuti pemilu nasional.
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pemerintahan secara umum. Argumen ini berdasar logika se-
derhana: makin banyak pihak terlibat pengambilan keputusan,
proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama dan
berbelit karena banyak pandangan yang harus didengar dan
dirundingkan; sebaliknya, semakin sedikit pihak yang terlibat
pengambilan keputusan, maka proses pengambilan keputusan
berlangsung cepat dan tepat karena hanya sedikit pandangan
yang didengar dan dirundingkan.

Akan dibahas nanti bahwa logika tersebut tidak sesuai
dengan kenyataan. Sebab, yang menentukan efektivitas kerja
parlemen, bukanlah jumlah partai politik di parlemen, melai-
nkan jumlah partai dominan yang membangun sistem kepar-
taian. Padahal di sisi lain, sudah pasti dampak buruknya: me-
naikkan besaran ambang batas perwakilan pemilu DPR berarti
akan menambah jumlah suara terbuang, yang berakibat pada
naiknya indeks proporsional hasil pemilu. Jika indeks propor-
sional terus meningkat, berarti penerapan ambang batas telah
menjauhi prinsip pokok sistem pemilu proprosional: membagi
suara dan kursi seproporsional mungkin.

Alasan utama penerapan ketentuan ambang batas pemilu
DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota, juga sama dengan
alasan peningkatan besaran ambang batas pemilu DPR, ya-
kni mengurangi jumlah partai politik di DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota. Hanya urgensinya semakin nyata, se-
bab tanpa ambang batas, sebagaimana tampak pada Tabel 3.3
dan Tabel 3.4, semua peserta pemilu pada tiga pemilu terakhir,
mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/
kota. Artinya, tidak ada partai politik yang tidak mendapatkan
kursi pada pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Banyaknya partai politik di DPRD provinsi dan DPRD kabupa-
ten/kota inilah yang dianggap sebagai sumber masalah ketida-
kefektifan pemerintahan daerah, karena DPRD dan Pemerin-
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tah Daerah sulit mengambil keputusan. Jika pun ternyata ti-
dak terjadi kemandegan pemerintahan, itu lebih karena faktor
politik transaksional dalam pengambilan keputusan.

Masalahnya adalah bagaimana menerapkan ketentuan
ambang batas pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/
kota? Apakah cukup disamakan dengan ketentuan ambang ba-
tas pemilu nasional, mengingat pemilu DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan dalam waktu yang
bersamaan alias serentak? Atau masing-masing pemilu DPR,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mempunyai besa-
ran ambang batas berbeda-beda, mengingat meskipun waktu
penyelenggaraan pemilu bersamaan, pemilih memberikan su-
ara secara berbeda-beda? Masalah ini akan dibahas pada bab
berikutnya.

E. JUMLAH PARTAI POLITIK PARLEMEN
DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN

Benarkah jumlah partai politik di parlemen berkorelasi
positif terhadap efektivitas pengambilan keputusan parlemen
sehingga meningkatkan kinerja pemerintahan? Sebagian besar
elit partai politik yang berasal dari partai besar meyakininya.
Padahal dalam praktek, sedikitnya jumlah partai politik di par-
lemen tidak otomatis menjadikan parlemen efektif mengam-
bil keputusan; sebaliknya banyaknya jumlah partai politik di
parlemen juga tidak dengan sendirinya membuat parlemen
stagnan.

Lihatlah bagaimana DPR dalam menjalankan fungsi legisla-
si, sebagai salah satu fungsi pokok DPR. Tabel 3.5 menujukkan,
tiga pemilu terakhir masing-masing menghasilkan 21, 17dan 9
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partai politik di DPR. Jumlah undang-undang yang disahkan
DPR Pemilu 1999, memang tampak lebih sedikit daripada DPR
Pemilu 2004. Namun harap dicatat undang-undang yang disa-
hkan DPR Pemilu 2004 sebagian besar adalah undang-undang
daerah pemekaran, yang prosesnya tak mengundang banyak
diskusi dan kontroversi. Sementara masa kerja DPR Pemilu
2009 yang sudah berlangsung 2 tahun baru menghasilkan 40
undang-undang, yang berarti rata-rata 20 undang-undang per
tahun. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata per tahun
DPR Pemilu 2004, yakni 35 undang-undang, dan DPR Pemilu
2004 dengan 38 undang-undang.

Jadi, berkurangnya jumlah partai politik di DPR tidak ber-
korelasi positif dengan efektivitas pengambilan keputusan di
parlemen. Jumlah partai politik di DPR hasil Pemilu 1999 yang
lebih banyak (21), ternyata berhasil memproduksi undang-un-
dang lebih banyak dan lebih baik, dibandingkan dengan DPR
hasil Pemilu 2009 yang lebih sedikit (9). Dengan kata lain ba-
nyak sedikitnya partai politik di parlemen tidak mempunyai
korelasi positif dengan efektivitas kerja parlemen.

Tabel 3.5 Kinerja DPR dalam Menjalankan Fungsi Legislasi

PEMILU JUMLAH PARTAI POLITIK JUMLAH PRODUK LEGISLASI
1999 21175 UU dari 200 RUU
2004 17| 190 UU dari 284 RUU
2009 9|40 UU dari 247 RUU

Sebagaimana dijelaskan Sartori, Laakso dan Taagepera, ki-
nerja parlemen lebih ditentukan sistem kepartaian yang diben-
tuk oleh hasil pemilu (sistem satu-partai, sistem dua-partai,
sistem multipartai moderat atau sistem multipartai ekstrim)
daripada oleh banyaknya partai politik masuk parlemen, sebab
tidak semua partai di parlemen mempunyai pengaruh yang
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sama dalam membuat keputusan. Di sinilah Indeks ENPP (ef-

fective number of parliamentary parties) lebih terukur dalam
melihat efektivitas kerja parlemen daripada hanya memperha-
tikan jumlah partai di parlemen.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6, jumlah partai politik
di DPR tidak identik dengan Indeks ENPP. Pemilu 1999 yang
menghasilkan lebih banyak partai politik di DPR (21) ternyata
menghasilkan Indeks ENPP lebih rendah (4,7) daripada Pe-
milu 2004 dan Pemilu 2009. Sebaliknya, Pemilu 2009 yang
menghasilkan lebih sedikit partai politik di DPR (9), ternyata
menghasilkan Indeks ENPP yang lebih tinggi (6,2). Jadi, me-
skipun jumlah partainya lebih banyak dari dari dua pemilu
sesudahnya, sistem kepartaian hasil Pemilu 1999 lebih seder-
hana; Indeks ENPP-nya hanya 4,7 sehingga bisa disebut sistem
lima-partai, masuk kategori sistem multipartai moderat. Se-
mentara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 masing-masing men-
ghasilkan sistem tujuh-partai dan sistem enam-partai, yang
masuk kategori sistem multipartai ekstrim. Itulah sebabnya,
mengapa DPR Pemilu 1999 lebih efektif bekerja daripada DPR
hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 sebagaimana ditunjukkan
Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Jumlah Partai Politik DPR dan Indeks ENPP

PEMILU JUMLAH PARTAI POLITIK INDEKS ENPP
1999 21 4,7
2004 17 71
2009 9 6,2

Bagaimana dengan kondisi parlemen daerah? Seperti dit-
unjukkan Tabel 3.7, akibat tidak diterapkannya ketentuan
ambang batas perwakilan dalam pemilu DPRD provinsi dan
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DPRD kabupaten/kota, jumlah partai politik yang masuk par-
lemen cukup banyak, antara 12 sampai 18 partai. Memang,
dengan jumlah partai politik sebanyak itu masuk parlemen,
yang kursinya lebih sedikit daripada parlemen nasional, sis-
tem kepartaian hasil Pemilu 2009 di hampir semua DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota masuk kategori multi-
partai ekstrim. Namun tingkat ekstrimitasnya setiap daerah
berbeda-beda (sistem enam-partai, sistem tujuh-partai, sistem
delapan-partai dan seterusnya hingga sistem duabelas-partai),
tergantung pada Indeks ENPP-nya masing-masing.

Sistem kepartaian di parlemen lokal itulah yang perlu di-
sederhanakan. Yang berarti tidak sekadar mengurangi jumlah
partai politik di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tabel 3.7 Jumlah Partai Politik di Parlemen Pemilu 2009 dan Indeks ENPP

DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA |  JUMLAH PARTAI INDEKS ENPP
POLITIK

DPR 9 6.2
DPRD Sumatera Utara 16 74
DPRD Jawa Timur 12 8,3
DPRD Kalimantan Barat 13 7.8
DPRD Sulawesi Selatan 16 8,3
DPRD Papua 18 11,3
DPRD Medan 12 6,1
DPRD Surabaya 10 5,8
DPRD Pontianak 15 10,4
DPRD Makasar 14 8,0
DPRD Jayapura 17 12,7
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BAB 4

AMBANG BATAS
PERWAKILAN PEMILU
DPR

A. PENGURANGAN JUMLAH PARTAI
POLITIK

Ketentuan ambang batas perwakilan atau parliamentary
threshold adalah hambatan legal terhadap partai politik peser-
ta pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen karena tidak
mendapat dukungan signifikan dari pemilih. Tujuan penera-
pan ketentuan ambang batas adalah untuk mengurangi jum-
lah partai politik di parlemen dalam rangka menyederhanakan
sistem kepartaian. Selain itu, ambang batas juga juga bisa di-
gunakan sebagai instrumen untuk menyaring peserta pemilu
berikutnya.

Sejauh mana efektivitas penerapan ambang batas perwaki-
lan untuk mengurangi jumlah partai politik masuk parlemen
dalam pemilu DPR, bisa dilihat pada Tabel 4.1. Dalam tiga pe-
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milu terakhir, terdapat perbedaan signifikan jumlah partai po-
litik masuk DPR. Pada Pemilu 1999, dari 48 partai politik yang
berkompetisi menghasilkan 21 (43,75%) partai masuk DPR;
sedangkan Pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik mengha-
silkan 17 (70,83%). Meskipun tanpa penerapan ambang batas
perwakilan, baik Pemilu 1999 maupun Pemilu 2004, sama-
sama menghasilkan pengurangan jumlah rill partai politik di
DPR. Namun secara persentase, Pemilu 2004 memberikan
peluang lebih besar bagi partai politik untuk mengirimkan wa-
kilnya di DPR.

Hal itu berbeda dengan hasil Pemilu 2009. Dengan 38 par-
tai politik peserta pemilu dan penerapan ambang batas perwa-
kilan sebesar 2,5% suara nasional, Pemilu 2009 menghasilkan
9 (23,68%) partai politik di DPR. Hasil ini menunjukkan ada-
nya pengurangan secara signifikan jumlah riil partai politik di
DPR. Atau, dengan kata lain, penerapan ambang batas 2,5%
efektif mengurangi jumlah partai politik masuk DPR.

Tabel 4.1 Jumlah Partai di DPR dan Penerapan Ambang Batas

PEMILU AMBANG BATAS PERWAKILAN JUMLAH PARTAI JUMLAH PARTAI
PESERTA PEMILU MASUK DPR
1999 Tidak ada 48 21
2004 Tidak ada 24 17
2009 2,5% 38 9

Bagaimana jika ketentuan ambang batas 2,5% suara na-
sional itu diterapkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004?
Hasilnya juga efektif dalam mengurangi jumlah partai masuk
DPR seperti tampak pada Tabel 4.2. Pada Pemilu 1999, dari
48 partai peserta pemilu hanya 5 partai politik yang perolehan
suaranya memenuhi ambang batas 2,5%; sedangkan pada Pe-
milu 2004, dari 24 partai politik peserta pemilu menyisakan 8
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partai politik. Jika dibandingkan antara partai politik peserta
pemilu dengan partai politik masuk DPR, penerapan ambang
batas 2,5% pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 justru lebih
berhasil memperkecil jumlah partai politik di DPR daripada
Pemilu 2009.

Efektivitas ketentuan ambang batas dalam mengurangi
jumlah partai masuk DPR itulah yang mengilhami sebagian
elit partai politik untuk meningkatkan besaran ambang batas,
karena mereka menganggap jumlah partai politik di DPR saat
ini (hasil Pemilu 2009) masih terlalu banyak. Jumlah partai
parlemen yang dianggap masih terlalu banyak itu disebut se-
but sebagai faktor utama yang menyebabkan kinerja parlemen
buruk. Oleh karena itu Fraksi PKS ingin menaikkan besaran
ambang batas menjadi 3% sampai 4%, Fraksi PD mengusul-
kan 4%, sedang Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Golkar mema-
tok 5%. Sedang lima fraksi yang lain (Fraksi Hanura, Fraksi
Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi PAN) sepekat
mempertahankan besaran angka 2,5% sebagaimana diatur UU
No. 10/2008, karena hasilnya cukup memadai.

Tabel 4.2 Jumlah Partai di DPR dan Penerapan Ambang Batas 2,5%

PEMILU AMBANG BATAS PERWAKILAN JUMLAH PARTAI JUMLAH PARTAI
PESERTA PEMILU MASUK DPR
1999 2,5% 48
2004 2,5% 24
2009 2,5% 38 9

Bagaimana jika besaran ambang batas lebih besar itu di-
terapkan pada hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu
2009? Jawabnya tampak pada Tabel 4.3. Simulasi terhadap
hasil Pemilu 1999 menunjukkan, pada besaran 3%, 4%, dan
5%, jumlah partai politik di DPR tidak berbeda, yakni 5. Hal
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yang sama juga terjadi pada hasil Pemilu 2004, di mana pene-
rapan ambang batas 3%, 4% dan 5%, meloloskan 77 partai poli-
tik ke DPR. Namun jika simulasi diterapkan pada hasil Pemilu
2009, pada besaran 3% jumlah partai politik sama dengan
yang ada saat ini, yaitu 9. Pada besaran 4% jumlah partai yang
memenuhi ambang batas sebanyak 8; dan jika besaran 5% di-
terapkan, partai politik yang memenuhi ambang batas seba-
nyak 6.

Tabel 4.3 Jumlah Partai di DPR dan Penerapan Ambang Batas Lebih
Besar

PEMILU AMBANG BATAS JUMLAH PARTAI JUMLAH PARTAI
PERWAKILAN PESERTA PEMILU MASUK DPR
1999 3% 48 5
4% 48 5
5% 48 5
2004 3% 24 7
4% 24 7
5% 24 7
2009 3% 38 9
4% 38 8
5% 38 6

Hasil simulasi penerapan besaran ambang batas yang lebih
besar terhadap hasil tiga pemilu terakhir tersebut di atas, se-
makin memperkuat kesimpulan, bahwa ambang batas efektif
mengurangi jumlah partai politik masuk DPR. Ini juga berarti,
jika ambang batas juga digunakan sebagai instrumen untuk
menyaring peserta pemilu berikutnya, hasilnya juga efektif.

54



B. PENYEDERHANAAN SISTEM
KEPARTAIAN

Berapapun besarannya, penerapan ambang batas perwa-
kilan efektif mengurangi jumlah partai secara riil di DPR.
Namun, seperti dibahas pada Bab 2, jumlah riil partai politik di
DPR tidak mencerminkan sistem kepartaian yang terbentuk.
Padahal justru pada sistem kepartaian inilah efektivitas kerja
parlemen lebih banyak ditentukan. Sistem kepartaian bukan
ditentukan oleh berapa jumlah partai riil di parlemen, melain-
kan oleh berapa jumlah partai efektif atau partai relevan. Di si-
nilah para ahli pemilu sepakat, bahwa Indeks ENPP (Effective
Number of Parliamentary Parties) adalah salah satu formula
yang paling tepat mengukur sistem kepartaian.

Para ahli pemilu mengelompokkan empat jenis sistem ke-
partaian: pertama, sistem satu-partai jika terdapat satu-partai
relevan; kedua, sistem dua-partai jika terdapat dua partai rele-
van,; ketiga, sistem multipartai moderat jika terdapat 3 sampai
5 partai relevan, dan keempat, sistem multipartai ekstrim jika
terdapat lebih dari 5 partai relevan. Pengukuran dengan Indeks
ENPP dapat menentukan sejauh mana hasil pemilu memben-
tuk sistem kepartaian. Selanjutnya, untuk memperkuat pen-
gukuran sistem kepartaian tersebut bisa dicek dengan Indeks
Fragmentasi, yang dapat melihat tingkat penyebaran kekuatan
partai politik berdasar hasil pemilu.

Bagian ini akan melihat pengaruh penerapan ambang batas
terhadap pembentukan sistem kepartaian dengan mengguna-
kan Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi. Hal ini penting
dilakukan karena efektivitas kerja parlemen dan pemerintahan
lebih ditentukan oleh sistem kepartaian bentukan hasil pemilu
di parlemen, daripada jumlah partai politik hasil pemilu di
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parlemen. Pengukuran dilakukan terhadap hasil Pemilu 1999,
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, dengan ambang batas yang
berbeda-beda: tidak ada, 2,5%, 3%, 4% dan 5%. Hasilnya tam-
pak pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hubungan Besaran Ambang Batas dengan Jumlah Partai di
DPR, Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi

PEMILU AMBANG BATAS | JUMLAH PARTAI INDEKS ENPP INDEKS
PERWAKILAN DI DPR FRAGMENTASI
1999 21 4,7 0,78
2,5% 5 3,8 0,74
3% 5 3,8 0,74
4% 5 3,8 0,74
5% 5 3,8 0,74
2004 - 17 7,0 0,85
2,5% 8 6,2 0,84
3% 7 59 0,83
4% 7 59 0,83
5% 7 59 0,83
2009 2,5% 9 6,1 0,83
3% 9 6,1 0,83
4% 8 57 0,82
5% 6 4.8 0,79

Simulasi terhadap hasil Pemilu 1999 menunjukkan, Indeks
ENPP tanpa ambang batas adalah 4,7 atau sistem lima-partai,
sedangkan tingkat fragmentasi menunjuk pada indeks 0,78.
Sistem kepartaian semakin mengecil atau lebih sederhana keti-
ka ambang batas diterapkan. Misalnya dengan besaran ambang
batas 2,5% suara nasional, sistem kepartaian yang terbentuk
adalah 3,8 atau sistem empat-partai dengan tingkat fragmen-
tasi 0,74. Kombinasi sistem empat-partai dengan fragmentasi
0,74, merupakan indikator optimal yang dapat dihasilkan oleh
hasil Pemilu 1999. Oleh karena itu peningkatan ambang batas
3%-5% tetap menghasilkan indeks yang sama.
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Pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi
menunjukkan hasil berbeda jika dilakukan terhadap hasil Pe-
milu 2004. Tanpa ambang batas, maka sistem kepartaian yang
terbentuk adalah sistem tujuh-partai dengan tingkat fragmen-
tasi 0,85. Kedua indeks tersebut mengalami penurunan menja-
di sistem enam-partai dengan fragmentasi 0,84 ketika ambang
batas 2,5% diterapkan. Ambang batas 2,5% pada Pemilu 2004
menjadi cut off yang optimal terhadap pembentukan sistem
kepartaian dan derajat fragmentasi, karena jika ambang batas
dinaikkan antara 3%-5% hasilnya tidak jauh berbeda.

Sementara itu, pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Frag-
mentasi terhadap hasil Pemilu 2009, menunjukkan pada be-
saran ambang batas 2,5%, 3%, dan 4% tidak terjadi peruba-
han berarti dalam sistem kepartaian dan derajat fragmentasi.
Sistem kepartaian yang terbentuk akibat penerapan tiga besa-
ran ambang batas yang berbeda tersebut berada pada kisaran
sistem enam-partai dengan fragmentasi 0,83. Kondisinya be-
rubah ketika ambang batas dinaikkan menjadi 5%, yang men-
ghasilkan Indeks ENPP 4,8 atau sistem lima-partai, dengan
tingkat fragmentasi 0,79.

Dari simulasi pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Frag-
mentasi terhadap hasil tiga pemilu terakhir, menunjukkan
bahwa sistem kepartaian terbentuk secara optimal (sistem
empat-partai) berhasil diraih oleh hasil Pemilu 1999 jika be-
saran ambang batas 2,5% diterapkan. Sementara pengukuran
terhadap hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, menunjukkan
kenaikan besaran ambang batas 3% dan 4%, tidak berpenga-
ruh signifikan terhadap perubahan sistem kepartaian dan
tingkat fragmentasi (dalam kisaran sistem enam-partai). Baru
ketika besaran ambang batas dinaikkan 5%, hasil Pemilu 2009
menunjukkan terjadi perubahan sistem kepartaian menjadi
sistem lima-partai dengan fragmentasi 0,79.
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Pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi, sekali
lagi menunjukkan bahwa sistem kepartaian tidak dipengaruhi
oleh jumlah riil partai politik, baik yang berkompetisi dalam pe-
milu maupun yang masuk ke parlemen, melainkan oleh berapa
jumlah partai efektif atau partai relevan yang tercermin dari
penguasaan perolehan kursi di perlemen. Instrumen ambang
batas perwakilan pada titik tertentu memang dapat mengu-
rangi jumlah riil partai di parlemen, namun jumlah riil partai
politik bukanlah cerminan sistem kepartaian yang terbentuk.

C. SUARA TERBUANG DAN
DISPROPORSIONALITAS

Simulasi pengukuran Indek ENPP dan Indeks Fragmentasi
terhadap hasil Pemilu 2009 menunjukkan, bahwa baru pada
ambang batas 5% terjadi perubahan sistem kepartaian dari sis-
tem enam-partai dengan fragmentasi 0,82, menjadi sistem lima-
partai dengan fragmentasi 0,79. Nah, di sinilah masalahnya: di
satu pihak, peningkatan ambang batas yang tinggi dapat meny-
ederhanakan sistem kepartaian; tetapi di lain pihak, peningka-
tan ambang batas yang tinggi itu juga akan menambah jumlah
suara terbuang. Padahal penambahan jumlah suara terbuang
berakibat pada meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu,
sesuatu yang dihindari sistem pemilu proporsional.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
penerapan ambang batas perwakilan terhadap bekerjanya sis-
tem pemilu proporsional, bagian ini akan melakukan simulasi
penghitungan besaran ambang batas yang berpengaruh ter-
hadap suara terbuang sehingga meningkatkan disproporsi-
onalitas. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, di sini
akan dipakai formula Indeks Disproporsional temuan Gallag-
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her biasa disebut dengan Least Squares Index (LSq).

Data KPU menunjukkan, pada Pemilu 1999 yang tidak
menerapkan ambang batas, terdapat 3.755.383 (3,55%) suara
terbuang. Jika ambang batas diterapkan, jumlah suara terbu-
ang akan bertambah. Misalnya dengan besaran ambang batas
2,5%, maka jumlah suara terbuang melonjak lima kali lipat
menjadi 14.195.221 (13,41%). Namun jumlah suara terbuang
tidak berubah ketika ambang batas dinaikkan persentasenya
menjadi 3%, 4% atau 5%.

Seperti tampak pada Tabel 4.5, tanpa adanya ketentuan
ambang batas perwakilan, Pemilu 2004 menghasilkan 5.223.845
(4,60%) suara terbuang. Jumlah suara terbuang bertambah
menjadi 19.662.644 (17,33%) jika ambang batas 2,5% diberlaku-
kan. Jumlah suara terbuang melonjak 5 kali lipat menjadi lebih
dari 22.633.131 (19,95%) jika ambang batas ditingkatkan men-
jadi 3%. Namun jumlah suara terbuang tidak bertambah ketika
ambang batas ditingkatkan lagi menjadi 4% atau 5%.

Dengan ambang batas 2,5%, Pemilu 2009 menghasilkan
19.047.481 (18,13%) suara terbuang. Jumlah itu makin ber-
tambah ketika besaran ambang batas ditingkatkan. Dengan
ambang batas 4% suara terbuang menjadi 22.973.101(22,08%),
dan semakin melonjak menjadi 32.762.198 (31,49%) ketika
ambang batas 5%.

Tabel 4.5 Ambang Batas dan Jumlah Suara Terbuang Pemilu DPR

PEMILU TANPA AMBANG AMBANG AMBANG AMBANG
AMBANG BATAS 2,5% BATAS 3% BATAS 4% BATAS 5%
BATAS

1999 3.755.383| 14.195.221 14.195.221 | 14.195.221 14.195.221
3,55% 13,41% 13,41% 13,41% 13,41%
2004 5.223.845| 19.662.644 | 22.633.131| 22.633.131 22.633.131
4,60% 17,33% 19,95% 19,95% 19,95%
2009 19.047.481 19.047.481 | 22.973.101 32.762.198
18,31% 1831% 22,08% 31,49%
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Sebagai perbandingan, Tabel 4.6 memperlihatkan adanya
hubungan langsung tinggi rendahnya ambang batas dengan
besar kecilnya suara terbuang. Turki sebagai negara yang besa-
ran ambang batas paling tinggi di dunia yaitu 10%, menghasil-
kan 45% suara terbuang, sedangkan Lithuania dengan ambang
batas 5% menghasilkan 23% suara terbuang. Rata-rata besa-
ran ambang batas antara 2,5% seperti di Indonesia hingga 10%
seperti di Turki, berdasarkan data yang tersedia memperlihat-
kan adanya suara terbuang sebesar 5%, 16%, 18%, 22%, 23%
hingga 45%.

Tabel 4.6 Ambang Batas dan Suara Terbuang di Beberapa Negara

NEGARA PEMILU AMBANG BATAS SUARA TERBUANG
Turki 2002 10% 45%
Polandia 1993 | 5% partai dan 8% koalisi parpol 22%
Ukraina 2006 3% 22%
Estonia 2003 [5% 5%
Latvia 2002 | 4-5% 16%
Lithuania 2000 | 5% 23%
Indonesia 2009 | 2,5% 18%

Dengan diketahuinya jumlah suara terbuang, maka Indeks
Disproporsional bisa dihitung melalui formula Gallagher atau
Least Squares Index (LSq). Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa
peningkatan besaran ambang batas berkorelasi positif ter-
hadap peningkatan disproporsionalitas hasil pemilu. Artinya,
semakin tinggi besaran ambang batas, maka hasil pemilu se-
makin tidak proporsional.

Pengukuran terhadap hasil Pemilu 1999 menunjukkan, In-
deks Disproporsional sebesar 3,50 dalam situasi tanpa ambang
batas. Begitu ambang batas 2,5% diterapkan, tingkat dispro-
porsionalitas naik menjadi 5,33. Namun ambang batas 3%,
4% dan 5% tidak mengubah Indeks Disproporsional. Hal yang
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hampir sama terjadi pada hasil Pemilu 2004. Ketika tanpa
ambang batas, Indeks Disproporsional hanya 4,59; dan keti-
ka ambang batas 2,5% diterapkan menjadi 5,05. Tetapi pada
ambang batas 3%, 4% dan 5%, Indeks Disproporsional tetap
5,69. Hal berbeda ditunjukkan oleh hasil Pemilu 2009. Indeks
Disproporsional terus meningkat seiring dengan peningkatan
besaran ambang batas: 6,16 dihasilkan oleh ambang batas 2,5%
dan 9,77 dihasilkan oleh ambang batas 5%.

Tabel 4.7 Ambang Batas dan Disproporsionalitas

PEMILU AMBANG BATAS INDEKS DISPROPORIONALITAS
1999 Tanpa Ambang Batas 3,50
2,5% 533
3% 533
4% 533
5% 533
2004 Tanpa Ambang Batas 4,59
2,5% 5,05
3% 5,69
4% 5,69
5% 5,69
2009 2,5% 6,16
3% 6,16
4% 6,71
5% 9,717

Berdasarkan simulasi pengukuran Indeks Disproporsio-
nal tersebut di atas, terlihat bahwa peningkatan ambang batas
mempengaruhi kenaikan jumlah suara terbuang dan tingkat
disproporsionalitas. Memang tingkat disproporsionalitas juga
dipengaruhi faktor lain, seperti besaran daerah pemilihan dan
formula alokasi kursi. Namun tidak dapat disangkal, pening-
katan besaran ambang batas berpengaruh langsung terhadap
kenaikan jumlah suara terbuang, yang kemudian berdampak
terhadap peningkatan indeks disproporsionalitas. Padahal

61



AMBANG BATAS PERWAKILAN

semakin besar Indeks Disproporsional dalam sistem pemilu
proporsional, maka tingkat keterwakilan politik pemilih juga
semakin rendah.

D. AMBANG BATAS PERWAKILAN
OPTIMAL

Jika ambang batas diperlukan untuk mengurangi jum-
lah partai politik di parlemen, dengan harapan akan dapat
menyederhanakan sistem kepartaian, sementara penerapan
ambang batas tetap harus menahan laju suara terbuang agar
tingkat disproporsionalitas tidak meningkat, berapa besaran
ambang batas yang tepat bagi pemilu nasional untuk memi-
lih anggota DPR? Di sinilah formula ambang batas perwaki-
lan optimal yang dirumuskan Taagepera bisa digunakan untuk
menghitung.

Sebagaimana terjadi pada Pemilu 2009, dengan ukuran
DPR atau S (560 kursi), rata-rata besaran pemilihan atau M
(3-10), dan jumlah daerah pemilihan atau E (777), maka hasil
penghitungan tiga formula Taagepera memberikan hasil se-
perti tampak pada Tabel 4.8. Di situ menunjukkan besaran
ambang batas perwakilan optimal untuk pemilu DPR adalah
1,03%.

Itu artinya, ambang batas 2,5% pada Pemilu 2009, secara
matematika sebetulnya sudah melampaui ambang batas opti-
mal. Jika memang demikian, besaran ambang batas 2,5% tidak
perlu dinaikkan lagi, demi menjaga keseimbangan bekerjanya
sistem pemilu proporsional dengan tujuan menyederhanakan
sistem kepartaian di parlemen.
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Tabel 4.8 Ambang Batas Optimal Pemilu 2009

FORMULA T=75%/((M+1)*VE) | T=75%/((S/E)+1)*NE) | T =75%I((S+E)/E*VE)
Ambang Batas | 1,03% 1,03% 1,03%
Nasional
Optimal

E. PENERAPAN AMBANG BATAS
PERWAKILAN PEMILU NASIONAL
TERHADAP PEMILU DAERAH

UUD 1945 tidak mengharuskan penyelenggaraan pemilu
anggota DPR, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan secara serentak. Pe-
milu serentak untuk memilih anggota tiga lembaga perwakilan
berbeda merupakan warisan Orde Baru, di mana pemilunya
mengutamakan tujuan integrasi politik daripada keterwakilan
politik dan efektivitas pemerintahan.'

Penyatuan waktu penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota, itu tidak hanya membuat
penyelenggaraan pemilu menjadi sangat kompleks dan cen-
derung unmanageable, tetapi juga mempengaruhi perilaku

1 Secara umum tujuan pemilu ada tiga. Pertama, keterwakilan politik, di mana
pemilu menjadi instrumen politik untuk memilih wakil-wakil rakyat sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kedua, efektivitas pemerintahan, di
mana pemilu menjadi instrumen untuk membentuk pemerintahan yang sah
dan kuat. Ketiga, integrasi politik, di mana pemilu menjadi intrumen untuk
menjaga keutuhan masyarakat yang (terancam) terpecah. Tidak ada satu
sistem pemilu yang mampu menjamin tercapainya ketiga tujuan tersebut
sekaligus. Sistem pemilu proporsional misalnya, lebih memprioritaskan tujuan
keterwakilan politik; sedang sistem mayoritarian lebih menekankan efektivitas
pemerintahan. Oleh karena itu, setiap negara semestinya menyadari terlebih
dahulu, tujuan-tujuan apa yang hendak diprioritaskan, sebelum sistem pemilu
ditentukan.
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pemilih. Sebagai dampak kampanye dan figur nasional, pilihan
pemilih terhadap calon parlemen lokal (DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota) cenderung sama partainya dengan ca-
lon parlemen nasional (DPR). Itulah sebabnya perolehan suara
partai politik pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupa-
ten/kota hampir sama.

Namun jika data hasil Pemilu 2009 diperhatikan, kecen-
derungan umum tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Sebagai-
mana tampak pada Tabel 4.9, 9 partai politik yang mengua-
sai kursi DPR, gagal merebut semua kursi di DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota. Bahkan, akan terlihat nanti, jika
ketentuan ambang batas 2,5% diterapkan pada pemilu DPRD
provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, 9 partai politik di
DPR pun masih menyisakan banyak kursi buat partai politik
lain.

Tabel 4.9 Penerapan Ambang Batas Pemilu DPR terhadap Pemilu DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Hasil Pemilu 2009

DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD JUMLAH PARTAI JUMLAH PARTAI

KABUPATEN/KOTA TANPA AMBANG BATAS | KEHILANGAN KURSI AKIBAT
NASIONAL AMBANG BATAS NASIONAL

DPR (9 partai lolos ambang batas)
DPRD Sumatera Utara 16 7
DPRD Jawa Timur 12 3
DPRD Kalimantan Barat 13 4
DPRD Sulawesi Selatan 16 7
DPRD Papua 18 9
DPRD Medan 12 3
DPRD Surabaya 10 1
DPRD Pontianak 15 6
DPRD Makassar 14 5
DPRD Jayapura 17 8

Fakta tersebut tidak hanya terjadi pada Pemilu 2009, te-
tapi juga Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Oleh karena itu ren-
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cana penerapan ambang batas perwakilan pada pemilu ang-
gota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus meny-
adari kenyataan politik tersebut. Jika tidak, maka penerapan
ambang batas perwakilan pemilu lokal, justru akan mengun-
dang masalah baru: ketidakpuasan pemilih karena calon dan
partai politik yang dipilihnya tidak masuk parlemen, meskipun
memenuhi kuota pemilihan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika dilihat dari loka-
sinya, penggunaan instrumen ambang batas perwakilan un-
tuk menyaring partai politik yang tidak mendapat dukungan
signifikan pemilih, berada pada dua tingkat: pertama, tingkat
daerah pemilihan, yang berupa ambang batas terselubung atau
ambang batas formal; kedua, tingkat wilayah pemilihan, baik
untuk pemilu nasional maupun lokal. Dengan demikian, jika
suatu negara menerapkan ambang batas perwakilan nasio-
nal, maka sesungguhnya partai peserta pemilu dihadang dua
ambang batas: ambang batas pemilu nasional dan ambang ba-
tas daerah pemilihan. Hal yang sama juga terjadi pada pemilu
lokal. Jika suatu provinsi atau kabupaten/kota menerapkan
ambang batas perwakilan wilayah pemilihan, dengan sendiri-
nya terdapat dua ambang batas, sejauh wilayah pemilihan itu
dibagi menjadi dua atau lebih daerah pemilihan.

Jika pemilu nasional dan pemilu lokal diselenggarakan da-
lam waktu yang bersamaan, penerapan ambang batas harus
tetap berlaku pada masing-masing wilayah pemilihan. Sebab,
meskipun waktu penyelenggaraan pemilu bersamaan, namun
masing-masing pemilu bertujuan memilih anggota parlemen
yang berbeda: DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/
kota. Penerapan ambang batas pemilu nasional (DPR) sekali-
gus untuk pemilu lokal (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/
kota), jelas menyalahi prinsip pemilu demokratis: menjaga
keaslian suara pemilih untuk dikonversi menjadi kursi. Secara
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hukum, pengubahan atau penyelewengaan suara ini berten-
tangan dengan hak-hak politik warga negara yang dijamin oleh
konstitusi.

Oleh karena itu, jika ambang batas perwakilan hendak di-
terapkan pada pemilu DPRD provinsi, maka ambang batas itu
hanya berlaku pada provinsi tersebut sebagai wilayah pemili-
han; demikian juga, jika ambang batas perwakilan hendak di-
terapkan pada pemilu DPRD kabupaten/kota, maka ambang
batas itu hanya berlaku pada kabupaten/kota tersebut sebagai
wilayah pemilihan. Adapun tentang besaran ambang batas
setiap provinsi, bisa ditetapkan sama, bisa juga berbeda; hal
yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota. Jadi, setiap wi-
layah pemilihan (nasional untuk memilih DPR, provinsi untuk
memilih DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih
DPRD kabupaten/kota) memiliki besaran ambang batas sen-
diri-sendiri; besarannya bisa sama, bisa tidak sama; meskipun
waktu penyelenggaraan pemilu bersamaan.
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BAB 5

AMBANG BATAS
PERWAKILAN PEMILU
DPRD PROVINSI

A. ANALISIS DATA HASIL PEMILU DPRD
PROVINSI

Pemilu DPRD provinsi pada Pemilu 2009 berlangsung di
33 provinsi. Jumlah kursi DPRD provinsi pada setiap provinsi
berbeda-beda sesuai jumlah penduduk, antara 45 sampai 100,
sehingga jumlah total kursi seluruh provinsi mencapai 1.998.
Jumlah kursi tersebut diperebutkan di 217 daerah pemilihan,
yang masing-masing daerah pemilihan terdiri dari 3-12 kursi.
Sama dengan pemilu DPR, jumlah partai politik yang mengik-
uti pemilu DPRD provinsi adalah 38, dan khusus di Aceh men-
jadi 44 karena ditambah 6 partai lokal. Selengkapnya data pe-
milu DPRD provinsi pada Pemilu 2009 bisa dilihat pada Tabel

5.1.
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Tabel 5.1 Profil Pemilu DPRD Provinsi pada Pemilu 2009

KETERANGAN JUMLAH CATATAN
Provinsi 33
Kursi 1.998
Daerah Pemilihan 217
Besaran Daerah Pemilihan 3-12
Partai Politik Peserta Pemilu 38 | +6 di Aceh
Pemilih Terdaftar 171.265.442
Partisipasi 121.588.366
Suara Sah 104.099.785
Suara Tidak Sah 17.540.248

Dalam rangka mencari besaran ambang batas yang sesuai
dengan kondisi politik daerah (yang dicerminkan oleh hasil Pe-
milu 2009) tetapi masih dalam batas-batas mengikuti prinsip
sistem pemilu proporsional, bagian berikut akan menganalisis
hasil pemilu DPRD provinsi pada Pemilu 2009 di 10 provinsi.
Kesepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Suma-
tera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.
Profil 10 provinsi diharapkan bisa mencerminkan keragaman
33 provinsi di Indonesia.!

Terhadap data hasil pemilu di 10 provinsi tersebut akan dila-
kukan pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fagmentasi. Ke-
dua indeks itu menjadi tolok ukur penting untuk melihat upaya
menyederhanakan sistem kepartaian hasil pemilu, daripada
sekadar mengurangi jumlah partai politik di DPRD provinsi.
Lalu dilakukan pengukuran Indeks Disproporsional untuk me-
lihat bekerjanya sistem pemilu, terutama dalam mengkonversi

1 Untuk mendapatkan data lengkap hasil pemilu DPRD provinsi di seluruh
Indonesia, ternyata tidak mudah, karena data tersebut tidak tersedia
secara lengkap di KPU. Data-data hasil pemilu DPRD provinsi di 10 provinsi
didapatkan dari KPU provinsi masing-masing.
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suara menjadi kursi. Sebab, suara terbuang yang diakibatkan
oleh penerapan ambang batas, sangat berpengurah terhadap
peningkatan angka disproporsionalitas, sesuatu yang harus di-
hindari dalam sistem pemilu proporsional.

Tabel 5.2 Pengukuran Indeks Hasil Pemilu DPRD Provinsi Pemilu 2009

INDEKS HASIL PEMILU
JUMLAH | JUMLAH FRAGMEN- DISPROPORSI-
PROVINSI PARPOL KURSI ENPP TASI ONALITAS

Sumatera Utara 16 100 7.45 0.87 5.86
Sumatera Selatan 13 75 7.89 0.87 5.88
Jawa Barat 9 100 6.01 0.83 6.87
Jawa Timur 12 100 8.32 0.88 5.90
Bali 10 55 3.63 0.72 8.12
Nusa Tenggara Timur 18 55 8.87 0.89 11.58
Kalimantan Barat 13 55 7.86 0.87 12.27
Sulawesi Selatan 16 75 8.38 0.88 9.72
Maluku 17 45 8.47 0.88 14.15
Papua 18 55 8.90 0.89 9.60
Rata-rata 7.58 0.86 9.00

Sebagaimana tampak pada Tabel 5.2, pengukuran sistem
kepartaian yang terbentuk di DPRD provinsi hasil Pemilu 2009
menunjukkan, rata-rata Indeks ENPP dari 10 DPRD provinsi
adalah 7,58 atau disebut sistem delapan-partai. Papua dan
Nusa Tenggara Timur memiliki Indeks ENPP tertinggi, yaitu
8,90 dan 8,87, atau sistem sembilan-partai. Dengan kata lain
dibanding 8 provinsi lain, sistem kepartaian di 2 DPRD provin-
si tersebut masuk kategori multipartai paling ekstrim. Indek
ENPP terendah terdapat di Bali, yaitu 3,63 atau sistem empat
partai, sehingga masuk kategori sistem multipartai moderat.

Tabel 5.2 juga menunjukkan, berdasarkan Indeks ENPP
sistem kepartaian yang terbentuk di parlemen provinsi tergan-
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tung pada berapa jumlah partai politik yang masuk di DPRD
provinsi masing-masing. Misalnya, di DPRD Provinsi Bali,
dengan 10 partai politik, terbentuk sistem empat-partai; di
DPRD Papua dan Nusa Tenggara Timur, yang masing-masing
memiliki 18 partai politik, terbentuk sistem sembilan-partai;
sedang di DPRD Jawa Barat dengan 9 partai politik, terbentuk
sistem enam-partai.

Sementara itu, pengukuran dengan Indeks Disproporsional
menunjukkan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kaliman-
tan Barat paling tinggi tingkat disproporsionalitasnya, dalam
kisaran 12-14. Dengan kata lain, pada tiga provinsi tersebut,
hasil pemilunya paling tidak proporsional. Sedangkan Indeks
Disproporsional terendah — yang berarti pemilunya lebih pro-
porsional — terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan,
dalam kisaran 6.

Tinggi rendahnya Indeks Disproporsional dipengaruhi oleh
besaran daerah pemilihan, formula penghitungan suara kursi
dan ambang batas perwakilan. Pengaruh ambang batas terlihat
dari besar kecilnya suara terbuang yang diakibatkan penerapan
ambang batas. Semikin tinggi besaran ambang batas, semakin
banyak suara terbuang, dan tentu saja semakin meningkatkan
Indeks Disproporsional.

B. AMBANG BATAS PERWAKILAN DAN
PENGURANGAN JUMLAH PARTAI
POLITIK

Banyak politisi percaya, banyaknya partai politik di DPRD
provinsi menjadi salah satu sebab rendahnya kinerja pemerin-
tahan daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah sulit mengambil
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keputusan, mengingat begitu banyak partai atau fraksi yang
terlibat dalam pengambilan keputusan di parlemen lokal. Jika
pun pemerintahan daerah tetap berjalan, hal itu lebih didorong
oleh politik transaksional daripada keleluasaan DPRD dan ke-
pala daerah dalam mengabil keputusan.

Oleh karena itu, demi efektivitas pengambilan keputusan di
DPRD provinsi, yang sekaligus juga demi efektivitas pemerin-
tahan daerah provinsi, jumlah partai politik di DPRD provinsi
harus dikurangi melalui mekanisme pemilu. Caranya dengan
menerapkan ketentuan ambang batas perwakilan pemilu
DPRD provinsi.

Tabel 5.3 Jumlah Partai di DPRD Provinsi dan Penerapan Ambang Batas

DPRD PROVINSI TANPA AMBANG BATAS
Ag”/fT‘)\':G 2,5% 3% 4% 5%
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH | JUMLAH
PARTAI PARTAI PARTAI PARTAI PARTAI
POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK
Sumatera Utara 16 10 9 6 4
Sumatera Selatan 13 1 11 8 5
Jawa Barat 9 9 9 7 5
Jawa Timur 12 10 10 9 6
Bali 10 5 4 3 3
Nusa Tenggara Timur 18 7 6 5 4
Kalimantan Barat 13 1 8 6 3
Sulawesi Selatan 16 8 8 6 4
Maluku 17 1 9 6 4
Papua 18 10 9 5 4

Bagaimana dampak penerapan ambang batas terhadap
upaya pengurangan jumlah partai politik di DPRD provinsi?
Hasil simulasi penerapan ambang batas atas hasil Pemilu
2009, tampak pada Tabel 5.3. Dari situ terlihat, penerapan
ambang batas berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah
partai di DPRD provinsi: semakin tinggi besaran ambang ba-

71



AMBANG BATAS PERWAKILAN

tas, semakin signifikan pengurangan jumlah partai.

Pada DPRD Papua misalnya, sebelum diterapkan ambang
batas, terdapat 18 partai politik. Namun begitu dipasang
ambang batas 2,5%, jumlah partai politik berkurang menjadi
10. Pada ambang batas 3% terjadi pengurangan satu partai
menjadi 9, dan begitu ambang batas dinaikkan 4% jumlah par-
tai berkurang menjadi 5. Terakhir, ketika dipasang ambang ba-
tas 5%, jumlah partai yang tersisa hanya 4.

Demikian juga dengan DPRD Nusa Tenggara Timur. Dari
18 partai tanpa ambang batas, berkuang menjadi 7 partai begi-
tu diterapkan ambang batas 2,5%. Artinya ambang batas 2,5%
mampu mengurangai 50% partai politik. Selanjutnya ketika
ambang batas dinaikkan menjadi 3%, 4%, dan 5%, masing-
masing berdampak pada pengurangan jumlah partai menjadi
6, 5,dan 4.

Secara keseluruhan, dari 10 DPRD provinsi yang dihitung,
jika besaran ambang batas mencapai 5%, maka DPRD provinsi
hanya terdiri dari 3 sampai 6 partai politik. Kesimpulannya, ke-
naikan besaran ambang batas memiliki korelasi positif dengan
pengurangan jumlah partai di DPRD provinsi: semakin tinggi
ambang batas, semakin besar pengurangan partai politik di
DPRD provinsi.

Namun, seperti halnya di DPR, berkurangnya jumlah par-
tai politik di DPRD akibat penerapan ambang batas, tak selalu
menghasilkan sistem kepartaian lebih sederhana. Padahal
dampak buruk akibat kenaikan ambang batas sudah muncul:
bertambahnya jumlah suara terbuang. Bertambahnya suara
terbuang identik dengan peningkatan Indeks Disproporsional,
yang berarti menjauhi prinsip sistem pemilu proporsional.
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C. AMBANG BATAS PERWAKILAN DAN
SUARA TERBUANG

Suara terbuang terjadi pada sistem pemilu apa pun, lebih-
lebih dalam sistem pemilu proporsional yang wilayah pemilih-
an dibagi ke dalam banyak daerah pemilihan, seperti halnya
pemilu DPRD provinsi. Tabel 5.4 menunjukkan jumlah suara
terbuang yang terjadi pada 10 DPRD Provinsi dari penghitung-
an resmi hasil Pemilu 2009.

Tabel 5.4 Jumlah Suara Terbuang Pemilu DPRD Provinsi pada Pemilu
2009

DPRD PROVINSI SUARA TERBUANG
JUMAH PERSENTASE
Sumatera Utara 864.315 16,51%
Sumatera Selatan 626.798 17,87%
Jawa Barat 2.290.261 12,35%
Jawa Timur 1.884.603 11,58%
Bali 222.069 12,28%
Nusa Tenggara Timur 472.937 22,99%
Kalimantan Barat 549.570 26,54%
Sulawesi Selatan 655.976 17,46%
Maluku 202.529 25,97%
Papua 360.245 19,88%

Jika diperhatikan, secara riil jumlah suara terbuang ter-
banyak terjadi di Jawa Barat mencapai 2.290.261, lalu diikuti
Jawa Timur sebanyak 1.884.603. Sedang dari sisi persentase,
Kalimantan Barat memiliki suara terbuang terbanyak, yaitu
26,97% dan diikuti Maluku sebesar 25,97%. Jadi, tanpa keten-
tuan ambang batas perwakilan, secara riil suara terbuang ba-
nyak terjadi di provinsi Pulau Jawa, sedang secara persentase
suara terbuang banyak terjadi di provinsi luar Pulau Jawa.

Bagaimana perubahan suara terbuang jika hasil pemilu
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DPRD provinsi pada Pemilu 2009 itu diterapkan ambang ba-
tas dengan besaran 2,5%, 3%, 4% dan 5%? Jawabnya bisa di-
baca pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Jumlah Suara Terbuang Pemilu DPRD Provinsi dan Penerapan
Ambang Batas

DPRD PROVINSI AMBANG BATAS
2,5% 3% 4% 5%
SUARA SUARA SUARA SUARA
% % % %
Sumatera Utara 1.330.261 1.476.051 2.033.386 2.492.946
25,41% 28,20% 38,85% 47,62%
Sumatera Selatan 679.054 679.054 1.007.129 1.492.684
19,36% 19,36% 28,71% 42,56%
Jawa Barat 2.290.261 2.290.261 3.516.488 5.233.982
12,35% 12,35% 18,96% 28,22%
Jawa Timur 2.181.084 2.181.084 2.796.930 5.100.889
13,40% 13,40% 17,18% 31,33%
Bali 381.052 432,622 500.610 500.610
21,07% 23,92% 27,68% 27,68%
Nusa Tenggara Timur 910.214 936.677 1.032.659 1.129.565
44,25% 45,54% 50,21% 54,92%
Kalimantan Barat 610.464 785.712 929.182 1.227.518
29,48% 37,95% 44,88% 59,28%
Sulawesi Selatan 1.235.202 1.235.202 1.528.534 1.844.622
32,88% 32,88% 40,69% 49,10%
Maluku 274.722 316.613 399.309 467.098
35,23% 40,61% 51,21% 59,91%
Papua 622.264 669.110 911.624 988.785
34,35% 36,93% 50,32% 54,58%

Pada ambang batas 2,5%, Jawa Barat menjadi penyumbang
terbesar suara terbuang secara riil, yakni 2.290.261; sedang
Nusa Tenggara Timur menjadi penyumbang terbanyak secara
persentase, yakni 44,25%. Jumlah riil suara terbuang Jawa
Barat sama dengan itu sebetulnya sama dengan jumlah suara
terbuang tanpa ambang batas. Sedang persentase suara terbu-
ang Nusa Tenggara Timur naik dua kali lipat jika dibandingkan
dengan situasi tanpa ambang batas.
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Pada ambang batas 3% tidak terjadi perubahan dramatis
terhadap jumlah suara terbuang, baik secara riil maupun per-
sentase. Namun terjadi penambahan jumlah suara terbuang
pada beberapa provinsi: Sumatera Utara, Bali, Nusa Tengga-
ra Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua. Pada posisi
ambang batas 3%, Nusa Tenggara Timur tetap menjadi peny-
umbang terbesar persentase suara terbuang, yakni 45,54%.

Perubahan dramatis terjadi pada suara terbuang, baik seca-
ra riil maupun secara persentase, saat diterapkan ambang ba-
tas 4%. Pada sepuluh provinsi yang dijadikan sampel simulasi,
jumlah suara terbuang bertambah. Jawa Barat misalnya, jum-
lah suara terbuang bertambah lebih dari 1 juta; sedang pada
Papua secara persentase bertambah menjadi hampir 20%.
Bagi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua, ambang batas
sebesar 4% menyebabkan 50% lebih suara terbuang.

Terakhir, pada ambang batas 5%, menambah hampir 2,5
juta suara terbuang di Jawa Timur dan 1,5 juta di Jawa Ba-
rat, dan menyebabkan suara terbuang hampir mendekati 50%
pada 77 provinsi.

Dari simulasi penerapan ambang batas 2,5%, 3%, 4% dan
5% teradap suara terbuang pada 10 provinsi tersebut di atas
dapat disimpulkan, bahwa penerapan ambang batas yang besa-
rannya semakin meningkat, berdampak nyata terhadap mem-
bengkaknya jumlah suara terbuang, baik secara riil maupun
persentase. Tentu saja hal ini berimplikasi terhadap naiknya
Indeks Disproporsional.

Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 5.1, tanpa
ambang batas saja, rata-rata Indeks Disproporsionalitas pe-
milu DPRD provinsi pada Pemilu 2009 sudah mencapai 9.00,
sebuah nilai paling tinggi yang paling bisa ditolerir oleh banyak
ahli pemilu. Jika sistem pemilu proprosional menghasilkan In-
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deks Disproporsional lebih dari 9.00, maka pemilu tersebut te-
lah menyalahi prinsip utama pemilu proporsional, yakni mem-
bagi jumlah kursi secara proporsional sesuai jumlah suara.

D. BESARAN AMBANG BATAS
PERWAKILAN OPTIMAL

Setelah melihat dampak penerapan ambang batas perwa-
kilan terhadap jumlah suara terbuang, yang kemudian ber-
pengaruh terhadap Indeks Disproporsional, maka menjadi
jelas: sejauh sistem pemilu proporsional hendak dipraktekkan
secara konsisten, maka besaran ambang batas harus dikontrol
sedemikian rupa sehingga tidak berdampak terlalu besar ter-
hadap kenaikan Indeks Disproporsional. Sebab, sebagaima-
na ditunjukkan oleh hasil pengukuran terhadap data pemilu
DPRD provinsi pada Pemilu 2009, tanpa ambang batas saja
nilai rata-rata Indeks Disproporsionalitas sudah mendekati
batas yang bisa ditolerir.

Sementara data hasil pemilu DPRD provinsi pada Pemilu
2009 juga menunjukkan, partai politik yang masuk DPRD
provinsi, secara riil tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga
membentuk sistem multipartai ekstrim. Inilah yang menjadi
faktor penyebab ketidakefektifan pengambilan keputusan di
DPRD provinsi yang juga berarti ketidakefektifan pemerin-
tahan provinsi. Oleh karena itu pengurangan jumlah partai
perlu dilakukan, meskipun pengurangan jumlah partai politik
di DPRD provinsi belum tentu diikuti penyederhanaan sistem
kepartaian.

Pertanyaannya adalah berapa besaran ambang batas per-
wakilan yang pas untuk pemilu DPRD provinsi, yang di satu
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pihak dapat mengurangi jumlah partai politik masuk DPRD
provinsi — dengan harapan pengurangan itu berpengaruh ter-
hadap penyederhanaan sistem kepartaian — tetapi di lain pihak
tidak meningkatkan Indeks Disproporsional akibat banyaknya
suara terbuang?

Tiga formula Ambang Batas Optimal yang dirumuskan oleh
Taagepera bisa dijadikan pegangan untuk menghitung besa-
ran ambang batas yang pas tersebut. Ketiganya memasukkan
variabel jumlah kursi, jumlah daerah pemilihan, dan besaran
daerah pemilihan. Karena ketiga variabel itu berbeda pada se-
tiap provinsi, maka hasil penghitungannya pun juga berbeda
pada setiap provinsi, seperti ditunjukkan oleh Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Ambang Batas Optimal Pemilu DPRD Provinsi

FORMULA

DPRD PROVINSI | T=75%/((M+1)*VE | T=75%I/((S/E)}+1)*VE | T =75%/((S+E)/E)*VE

Sumut 2.24% 2.24% 2.24%
Sumsel 2.42% 2.42% 2.42%
Jabar 2.24% 2.24% 2.24%
Jatim 2.24% 2.24% 2.24%
Bali 3.52% 3.52% 3.52%
NTT 3.20% 3.20% 3.20%
Kalbar 3.37% 3.37% 3.37%
Sulsel 2.42% 2.42% 2.42%
Maluku 3.60% 3.60% 3.60%
Papua 3.20% 3.20% 3.20%
Rata-rata 2.84% 2.84% 2.84%

Dari hasil penghitungan tersebut dapat diketahui, bahwa
ambang batas optimal untuk pemilu DPPRD provinsi dalam
kisaran 2,24% hingga 3,60%. Pada tiga DPRD provinsi deng-
an 100 kursi (Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur)
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ambang batas optimal adalah 2,24%. Angka yang sama juga
didapatkan oleh Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan yang
memiliki 75 kursi. Nusa Tenggara Timur dan Papua yang me-
miliki 55 kursi angkanya 3,20%, sedang Kalimantan Barat dan
Bali, yang juga memiliki 55 kursi, masing-masing angka 3,37%,
3,52%. Terakhir, dan Maluku yang memiliki 45 kursi, angka-
nya 3,60%.

Jika dihitung secara rata-rata pengukuran ambang batas
optimal menghasilkan angka 2,84%. Inilah besaran ambang
batas optimal yang bisa diterapkan dalam pemilu anggota
DPRD provinsi, untuk mendapatkan hasil yang optimal, dalam
arti bisa mengurangi jumlah partai, tetapi tingkat disproporsi-
onalitasnya masih bisa ditelorir.
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BAB 6

AMBANG BATAS
PERWAKILAN PEMILU
DPRD KABUPATEN/KOTA

A. ANALISIS DATA HASIL PEMILU DPRD
KABUPATEN/KOTA

Data Pemilu 2009 menunjukkan, pemilu DPRD kabupa-
ten/kota meliputi 471 kabupaten/kota. Jumlah kursi yang di-
perebutkan berbeda pada setiap kabupaten/kota, antara 20
sampai 50, sehingga jumlah total kursi seluruh kabupaten/
kota mencapai 16.270. Jumlah kursi tersebut tersedia di 1.851
daerah pemilihan, yang masing-masing daerah pemilihan ter-
diri dari 3-12 kursi.

Sama dengan pemilu DPR dan pemilu DPRD provinsi, jum-
lah partai politik yang mengikuti pemilu DPRD kabupaten/
kota adalah 38, dan khusus di Aceh menjadi 44 karena ditam-
bah 6 partai lokal. Data lengkap pemilu DPRD kabupaten/kota
pada Pemilu 2009 bisa dilihat pada Tabel 6.1.
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Tabel 6.1 Profil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009

KETERANGAN JUMLAH CATATAN

Kabupaten/kota a7

Kursi 16.270

Daerah Pemilihan

Besaran Daerah Pemilihan 3-12

Partai Politik Peserta Pemilu 38 | +6 di Aceh
Pemilih Terdaftar 171.265.442

Partisipasi 121.588.366

Suara Sah 104.099.785

Suara Tidak Sah 17.540.248

Dalam rangka simulasi menentukan besaran ambang batas
pemilu kabupaten/kota, hasil Pemilu 2009 di 10 kabupaten/
kota dijadikan sampel untuk dianalisis. Kesepuluh kabupaten/
kota itu adalah Medan, Palembang, Pontianak, Bandung (ka-
bupaten), Surabaya, Denpasar, Kupang, Makassar, Ambon dan
Jayapura.

Terhadap data hasil pemilu di 10 kabupaten/kota tersebut
dilakukan pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Frgmentasi,
yang menjadi tolok ukur penting untuk melihat upaya penye-
derhanaan sistem kepartaian hasil pemilu. Lalu dilakukan
pengukuran Indeks Disproporsional untuk melihat bekerjanya
sistem pemilu, terutama dalam mengkonversi suara menjadi
kursi. Sebab, suara terbuang yang diakibatkan oleh penerapan
ambang batas, sangat berpengaruh terhadap meningkatnya
Indeks Disproporsional, sesuatu yang harus dihindari dalam
sistem pemilu proporsional.
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Tabel 6.2 Hasil Pemilu 2009 DPRD Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA JUMLAH JUMLAH INDEKS HASIL PEMILU
PAS.;QIDDI I[()l;s;l ENPP FRAGMEN- | DISPROPORSI-
TASI ONALITAS

Medan 12 50 6.19 0.84 6.44
Palembang 12 50 7.96 0.87 7.3
Kabupaten Bandung 10 50 6.19 0.84 5.05
Surabaya 10 50 5.87 0.83 6.26
Denpasar 10 45 434 0.77 3.85
Kupang 17 50 9.26 0.89 7.29
Pontianak 20 45 13.97 0.93 5.73
Makasar 14 50 8.06 0.88 6.93
Ambon 15 35 11.24 0.91 6.35
Jayapura 17 25 12.76 0.92 8.23
Rata-rata 8.58 0.87 6.33

Sebagaimana tampak pada Tabel 6.2, berdasarkan Indeks
ENPP, DPRD Pontianak memiliki sistem multipartai paling
ekstrim dengan angka 13,97 atau sistem empat belas-partai;
tempat kedua adalah DPRD Jayapura dengan indeks 12,76
atau sistem tigabelas-partai, sedangkan tempat ketiga adalah
DPRD Ambon dengan indeks 11,24 atau sistem sebelas-partai.
Meluasnya sistem kepartaian juga tercermin melalui Indeks
Fragmentasi, di mana angka indeks menunjukkan semakin ek-
strim sistem kepartaian semakin tinggi tingkat fragmentasi.

DPRD Denpasar memiliki sistem kepartaian terendah, ya-
kni sistem empat-partai karena Indeks ENPP-nya hanya 4,34
dengan Indeks Fragmentasi 0,77. Sistem kepartaian DPRD
Denpasar masuk kategori multipartai moderat. DPRD Kota
Surabaya memiliki Indeks ENPP terendah kedua, yaitu 5,87,
sehingga menciptakan sistem enam-partai dengan tingkat
fragmentasi 0,83.
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Dari 10 DPRD kabupaten/kota yang dijadikan sampel, rata-
rata Indeks ENPP-nya adalah 8,58 atau sistem sembilan-par-
tai, dengan tingkat fragmentasi sebesar 0,87.

Selanjutnya Tabel 6.2 menjelaskan, rata-rata tingkat dis-
proporsionalitas hasil pemilu pada 10 DPRD kabupaten/kota
berada adalah 6,33. Angka yang menunjukkan kesenjangan
persentase suara dibandingkan persentase perolehan kursi, itu
termasuk tinggi. Meskipun begitu, dibandingkan dengan rata-
rata yang sama untuk DPRD provinsi, Indeks Disproporsional
kabupaten/kota masih lebih rendah atau lebih proporsional.

DPRD Denpasar dan Bandung memiliki indeks dispropors-
ional lebih rendah dibanding DPRD kabupaten/kota lain, yaitu
3,85 dan 5,05. Tingkat disproporsionalitas tertinggi atau hasil
pemilu yang paling tidak proporsional terjadi pada Jayapura
dengan indeks 8,23 dan Kupang dengan indeks 7,29.

B. AMBANG BATAS PERWAKILAN DAN
PENGURANGAN JUMLAH PARTAI
POLITIK

Bagaimana pengaruh penerapan ambang batas terhadap
pengurangan jumlah partai politik di DPRD kabupaten/kota,
bisa dilihat pada Tabel 6.3. Secara bertahap penerapan ambang
batas memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap pengu-
rangan partai politik di DPRD Kabupaten/kota.
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Tabel 6.3 Jumlah Partai Politik di DPRD Kabupaten/Kota dan Penerapan
Ambang Batas

DPRD KABUPATEN/ TANPA AMBANG BATAS
KOTA AMBANG
BATAS 2,5% 3% 4% 5%
JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
PARTAI PARTAI PARTAI PARTAI PARTAI
Medan 12 8 7 6 5
Palembang 12 10 8 6 5
Bandung 10 10 10 8 5
Surabaya 10 9 8 8 7
Denpasar 10 7 7 4 3
Kupang 17 9 8 7 3
Pontianak 20 13 9 5 5
Makasar 14 11 9 5 5
Ambon 15 12 9 7 6
Jayapura 17 " 9 4 4

Pada ambang batas 2,5% terjadi pengurangan partai politik
di 9 DPRD kabupaten/kota, kecuali Bandung. Pada ambang ba-
tas 3% terjadi pengurangan jumlah partai 1 hingga 4 partai di 8
DPRD kabupaten/kota, kecuali Bandung dan Denpasar. Pengu-
rangan jumlah partai politik terbanyak terjadi di DPRD Pontia-
nak sebanyak 4, dari sebelumnya 13 menjadi 9 partai politik.

Ketika ambang batas ditingkatkan menjadi 4%, pada 10
DPRD kabupaten/kota terjadi pengurangan jumlah partai po-
litik. Pengurangan terbanyak terjadi di DPRD Jayapura, dari
sebelumnya 9 menjadi tersisa 4 partai, atau berkurang seba-
nyak 5 partai politik. Sedang peningkatan ambang batas sebe-
sar 5% berdampak pengurangan jumlah partai pada 9 DPRD
kabupaten/kota, kecuali Jayapura.

Ketika ambang batas diterapkan antara 2,5% sampai 5%,
pada sebagian DPRD kabupaten/kota terjadi pengurangan
lebih dari separuh partai politik. Sebagai contoh, DPRD Pa-
lembang dari 10 menjadi 5 partai, Pontianak dari 13 menjadi 5
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partai, dan Jayapura dari 11 menjadi 4 partai.

Kenaikan ambang batas memiliki korelasi positif terhadap
pengurangan jumlah partai di parlemen. Semakin tinggi ambang
batas, semakin banyak partai terkurangi. Pada ambang batas
tertinggi, 5%, jumlah partai politik berkurang secara drastis.
Namun sekali lagi, berkurangnya jumlah partai politik di DPRD
kabuapten/kota tidak selalu menghasilkan sistem kepartaian
yang lebih sederhana. Justru, dampak lain yang harus menjadi
perhatian yakni bertambahnya jumlah suara terbuang, yang
membuat pemilu proporsional justru tidak proprosional.

C. AMBANG BATAS PERWAKILAN DAN
SUARA HILANG

Tabel 6.4 menunjukkan data resmi suara terbuang pemi-
lu DPRD kabupaten/kota di 10 kabupaten/kota pada Pemilu
2009. Tampak, tanpa adanya ketentuan ambang batas, se-
cara riil suara terbuang terbanyak terjadi di Medan meliputi
164.515 suara, dan Palembang meliputi 135.752 suara. Sedang-
kan secara persentase suara terbuang tertinggi terjadi di Jaya-
pura dengan angka 30% dan Medan dengan angka 27%.

Secarariil, suara terbuang terkecil terjadi di Jayapura dan Pon-
tianak, masing-masing meliputi 16.813 dan 16.837 suara. Sedang-
kan secara persentase, suara terbuang terkecil terjadi Bandung
dan Surabaya, masing-masing sebanyak 7,37% dan 10,87%.

Secara keseluruhan, data hasil pemilu DPRD kabupaten/
kota Pemilu 2009, menunjukkan: pertama, jumlah suara ter-
buang terbesar secara riil terjadi di dua kabupaten/kota Luar
Pulau Jawa, yaitu Medan dan Palembang; kedua, jumlah suara
terbuang terbesar secara persentase terjadi di luar Pulau Jawa,
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yaitu Jayapura dan Medan. Data ini berkebalikan dengan su-
ara terbuang pemilu DPRD provinsi seperti yang ditunjukkan
pada bab sebelumnya.

Tabel 6.4 Jumlah Suara Terbuang Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Pemilu
2009

DPRD KABUPATEN/KOTA SUARA TERBUANG
SUARA PERSENTASE
Medan 164.515 27,07%
Palembang 135.752 21,88%
Bandung 107.075 7.37%
Surabaya 108.229 10,87%
Denpasar 25.125 11,03%
Kupang 31.452 18,68%
Pontianak 16.837 14,85%
Makasar 113.243 21,33%
Ambon 33.565 21,70%
Jayapura 16.813 30,84%

Bagaimana perubahan jumlah suara terbuang, jika ambang
batas dengan besaran berbeda-beda disimulasikan terhadap
data hasil pemilu 10 DPRD kabupaten/kota pada Pemilu
2009? Jawabnya bisa dilihat pada Tabel 6.5.

Pada ambang batas 2,5%, Medan menjadi penyumbang
terbesar munculnya suara terbuang dari sisi jumlah riil yakni
lebih dari 227.262 suara; sedang pada sisi persentase jumlah
suara terbuang di Jayapura meningkat hampir dua kali, men-
jadi sebesar 43,35%.

Pada tingkat ambang batas 3% tidak terjadi perubahan dra-
matis terhadap jumlah suara terbuang, baik dari sisi jumlah
riil maupun persentase. Namun tetap saja terjadi penambahan
jumlah suara terbuang pada beberapa kabupaten/kota, seperti
Medan, Palembang, Surabaya, Pontianak, Ambon, dan Jaya-
pura. Pada posisi ambang batas 3%, Jayapura kembali menjadi
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penyumbang terbesar jumlah suara terbuang dari sisi persen-
tase, yaitu 48,81%.

Peningkatan dramatis jumlah suara terbuang, baik secara
riil maupun persentase, terjadi ketika ambang batas ditingkat-
kan menjadi 4%. Pada sepuluh kabupaten/kota, suara terbu-
angnya meningkat. Di Palembang, Bandung dan Makasar lebih
dari 100 ribu suara terbuang, sedang di Jayapura 65% suara
hilang percuma.

Pada ambang batas 5%, persentase suara terbuang semakin
bertambah antara 43% sampai 69%. Di Kupang mengakibat-
kan 62% suara tidak terkonversi menjadi kursi, sedang di Jaya-
puran angkanya menjadi 70%.

Tabel 6.5 Jumlah Suara Terbuang Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan
Penerapan Ambang Batas

DPRD KABUPATEN/KOTA AMBANG BATAS
2,5% 3% 4% 5%
SUARA SUARA SUARA SUARA
% % % %

Medan 227.262 247.890 275.324 313.256
27,72% 30,24% 33,59% 38,22%
Palembang 161.640 196.020 241.088 271.896
26,05% 31,59% 38,85% 43,82%
Bandung 107.075 107.075 201.485 393.758
7.37% 7.37% 13,87% 27,10%
Surabaya 131.915 161.515 161.515 203.075
13,25% 16,22% 16,22% 20,40%
Denpasar 34.343 34.343 56.053 65.257
15,07% 15,07% 24,60% 28,64%
Kupang 61.903 61.903 72.929 104.492
36,76% 36,76% 43,30% 62,04%
Pontianak 35.544 48.207 65.458 65.458
31,35% 42,52% 58,74% 58,74%
Makasar 144.305 144.305 243,934 243,934
27,18% 32,38% 45,94% 45,94%
Ambon 42.403 54.814 64.634 71.335
27,41% 35,43% 41,78% 46,11%
Jayapura 23.630 26.609 35.457 37.658
43,35% 48,81% 65,05% 69,08%
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Secara keseluruhan, dampak penerapan ambang batas ter-
hadap jumlah suara terbuang memiliki pola yang sama: sema-
kian besar angka ambang batas semakin banyak suara yang
terbuang. Jumlah suara terbuang riil paling banyak terjadi
Bandung dan Medan, sedang secara persentase terjadi di Ku-
pang dan Jayapura.

D. AMBANG BATAS PERWAKILAN
OPTIMAL

Simulasi penerapan ambang batas terhadap hasil pemilu
DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 menunjukkan cu-
kup efektif untuk mengurangi jumlah partai politik di DPRD
kabupaten. Namun penerapan ambang batas itu juga berdam-
pak pada peningkatan suara terbuang yang berarti menjadikan
hasil pemilu tidak proporsional.

Oleh karena itu yang harus dicari adalah menemukan ja-
lan tengah, berupa titik optimal, di mana di satu pihak besa-
ran ambang batas mampu mengurangi jumlah partai politik di
DPRD kabuapten/kota, tetapi di pihak lain tidak berdampak
besar terhadap peningkatan angka disproporsionalitas. Di si-
nilah penghitungan tiga formula ambang batas optimal dari
Taagepera, sebagaimana terlihat pada Tabel 6.6, perlu diper-
hatikan.

Dari hasil penghitungan ambang batas optimal atas hasil
pemilu DPRD kabupaten/kota di 10 kabupaten/kota, mengha-
silkan angka dalam kisaran 2,45% hingga 3,93%. Ambang ba-
tas DPRD kabupaten/kota terbesar terjadi di Jayapura, Pontia-
nak dan Bandung, masing sebesar 3,93%, 3,60%, dan 3,48%.
Sedang amabang batas terendah terjadi di Kupang 2,45% dan
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Denpasar 2,71%. Jika dihitung secara rata-rata ambang batas
optimal pemilu DPRD kabupaten/kota adalah 3,18%. Inilah
besaran ambang batas pemilu DPRD kabupaten/kota yang te-
pat untuk diterapkan.

Tabel 6.6 Ambang Batas Optimal Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

DPRD FORMULA
KABUPATEN/

KOTA T = 75%/((M+1)*\E T= 75%/((S/E)+1)*\E T = 75%/((S+E)/E)*\E
Medan 3.05% 3.05% 3.05%
Palembang 3.05% 3.05% 3.05%
Kab. 3.48% 3.48% 3.48%
Bandung
Surabaya 3.05% 3.05% 3.05%
Denpasar 2.71% 2.71% 2.711%
Kupang 2.45% 2.45% 2.45%
Pontianak 3.60% 3.60% 3.60%
Makasar 3.05% 3.05% 3.05%
Ambon 3.42% 3.42% 3.42%
Jayapura 3.93% 3.93% 3.93%
Rata-rata 3.18% 3.18% 3.18%

88



BAB 7/
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Praktek sistem pemilu proporsional, lazim menerapkan
ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold. Tuju-
annya adalah membatasi partai politik masuk parlemen karena
tidak mendapat dukungan signifikan pemilih. Berkurangnya
jumlah partai politik di parlemen diharapkan akan mengefek-
tifkan kerja parlemen karena proses pengambilan keputusan
akan lebih mudah. Selain itu, instrumen ini juga digunakan
untuk menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya. Ba-
nyaknya partai politik peserta pemilu, tidak hanya menimbul-
kan dana penyelenggaraan pemilu membengkak, tetapi juga
membuat pemilih bingung dalam memberikan suara.

Sebagai instrumen legal untuk mencegah masuk partai po-
litik kecil di parlemen, ambang batas memang lebih disukai elit
politik partai-partai besar (yang sedang menguasai parlemen
dan pemerintahan) daripada dua instrumen lainnya, yaitu be-
saran daerah pemilihan (district magnitude) dan formula alo-
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kasi kursi (electoral formula). Hal ini terjadi karena ambang
batas perwakilan memberi pengaruh langsung dan lebih nyata
dalam mengurangi jumlah partai politik di parlemen, walau-
pun pengurangan itu tidak selalu diikuti oleh penyederhanaan
sistem kepartaian.

Penyederhanaan sistem kepartaian — yang berdampak
nyata terhadap efektivitas kerja parlemen dan pemerintahan
— tidak ditentukan oleh jumlah riil partai politik di parlemen,
tetapi oleh jumlah partai relevan, yang dicerminkan oleh pen-
guasaan kursi parlemen. Artinya, jumlah partai yang sedikit di
parlemen belum tentu menciptakan sistem kepartaian seder-
hana apabila penguasaan kursi parlemen merata; sebaliknya,
jumlah partai yang banyak bisa menciptakan sistem kepartaian
sederhana apabila penguasaan kursi terkonsentrasi ke sedikit
partai. Indeks ENPP (effective number of parliamentary par-
ties) dan Indeks Fragmentasi lebih terukur dalam menghitung
sistem kepartaian daripada sekadar melihat jumlah partai di
parlemen.

Meskipun penerapan ambang batas perwakilan biasa dila-
kukan dalam sistem pemilu proporsional, namun para ahli
pemilu mengingatkan dampak buruk ambang batas terhadap
tegaknya prinsip pemilu proporsional, yaitu membagi perole-
han kursi secara proporsional berdasarkan perolehan suara:
semakin kecil perbedaan persentase perolehan kursi dengan
persentase perolehan suara, maka semakin sempurna sistem
pemilu proporsional bekerja. Dampak nyata dari penerapan
ambang batas perwakilan adalah bertambahnya suara terbu-
ang yang menyebabkan Indeks Disproporsional meningkat.
Semakin tinggi nilai disproporsional, maka semakin menjauhi
prinsip pemilu proporsional. Itu artinya, potensi-potensi per-
wakilan yang diharapkan bisa masuk parlemen gagal dihambat
oleh ambang batas.
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Awalnya, ambang batas adalah hitungan matematika ting-
kat kompetisi partai politik di daerah pemilihan. Beberapa
ahli pemilu menemukan formula matematika untuk menen-
tukan persentase perolehan suara minimal agar partai politik
mendapatkan kursi di suatu daerah pemilihan melalui konsep
ambang batas bawah, ambang batas atas dan ambang batas
efektif. Konsep ini kemudian ditarik ke tingkat wilayah pemi-
lihan, baik untuk pemilu nasional maupun pemilu lokal. Pada
titik ini para ahli pemilu menemukan formula ambang batas
optimal, yang mampu menyaring partai politik cukup signifi-
kan, tetapi nilai disproporsionalitas tetap bisa ditekan. Formu-
la itu memperhatikan tiga variabel: ukuran parlemen, besaran
daerah pemilihan dan jumlah daerah pemilihan.

Bagaimana pengaruh penerapan ambang batas terhadap
jumlah partai politik, Indeks ENPP, Indeks Fragmentasi, suara
terbuang dan Indeks Disproporsional, dalam konteks pemilu
Indonesia? Pengukuran atas hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004
dan Pemilu 2009, disimulasikan dengan beragam besaran
ambang batas, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. Dari ta-
bel tersebut dapat disimpulkan, bahwa besaran ambang batas
2,5% paling optimal dalam beberapa aspek; tidak menambah
jumlah suara terbuang, mengurangi jumlah riil partai politik
di lembaga perwakilan, menyederhanakan sistem kepartaian
melalui indeks ENPP dan fraksionalisasi politik, dan menahan
laju tingkat disproporsionalitas hasil pemilu.
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Tabel 7.1 Pengaruh Ambang Batas Perwakilan terhadap Jumlah
Partai, Indeks ENPP, Indeks Fragmentasi, Suara Terbuang dan Indeks
Disproporsional

PEMILU | AMBANG | JUMLAH | INDEKS INDEKS SUARA TERBUANG INDEKS
BATAS PARTAI ENPP FRAG- DISPRO-
PERWA- | DIDPR MENTASI PORSIO-
KILAN NAL
1999 - 21 4,7 0,78 3.755.383 (3,55%) 3,50
2,5% 5 3,8 0,74| 14.195.221 (13,41%) 533
3% 5 3.8 0,74 14.195.221 (13,41%) 5,33
4% 5 3,8 0,74| 14.195.221 (13,41%) 533
5% 5 3.8 0,74| 14.195.221 (13,41%) 533
2004 - 17 7,0 0,85 5.223.845 (4,60%) 4,59
2,5% 8 6.2 0,84 | 19.662.644 (17,33%) 5,05
3% 7 59 0,83| 22.633.131 (19,95%) 5,69
4% 7 59 0,83| 22.633.131 (19,95%) 5,69
5% 7 59 0,83| 22.633.131 (19,95%) 5,69
2009 2,5% 9 6,1 0,83| 19.047.481 (18,31%) 6,16
3% 9 6,1 0,83| 19.047.481 (22,08%) 6,16
4% 8 57 0,82| 22.973.101 (22,08%) 6,71
5% 6 4,8 0,79| 32.762.198 (31,49%) 9,77

Pada Pemilu 1999, ambang batas 2,5% tidak mengubah
jumlah partai politik di DPR, tetap 5, tetapi mampu mengubah
sistem kepartaian dari sistem lima-partai (Indeks 4,7) menjadi
sistem empat-partai, sementara Indeks Disproporsional pada
angka 5,33. Ketika ambang batas dinaikkan menjadi 3%, 4%
dan 5%, sistem kepartaian tidak berubah, demikian juga deng-
an jumlah suara terbuang dan Indeks Disproporsional. Ketika
dihitung dengan menggunakan LHI, disproporsionlitas pada
pemilu 1999 tanpa ambang batas 3,50 setara dengan 7,21%
(LHI), sehingga masuk kategori full-proportional. Ketika
ambang batas diterapkan 2,5%, maka disproporsionalitas se-
besar 5,33 (LSq) setara dengan angka 10% (LHI) atau masih
dalam kategori_full-proportional.

Pada Pemilu 2004, penerapan ambang batas 2,5% tidak
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mengurangi jumlah partai, tetapi mampu menyederhanakan
sistem kepartaian, dari sistem tujuh-partai menjadi sistem
enam-partai. Setelah itu, sistem kepartaian tidak berubah,
meskipun ambang batas dinaikkan menjadi 3%, 4% dan 5%.
Padahal implikasi atas kenaikan ambang batas tersebut telah
melonjakkan jumlah suara hilang dari 17,33% menjadi 19,95%
yang berarti menaikkan Indeks Disproporsional dari 5,05
menjadi 6,69. Jika dihitung dengan menggunakan LHI, maka
indeks disproporsionalitas menjadi 12,21% atau masuk kate-
gori semi-proportional.

Pada Pemilu 2009, kenaikan ambang batas 2,5% menjadi
3% tidak mengubah jumlah partai di DPR, yakni 9 partai; dan
juga tidak mengubah sistem kepartaian, yakni sistem enam-
partai. Perubahan ambang batas menjadi 4% berdampak ter-
hadap pengurangan satu partai. Sedangkan sistem kepartaian
tidak berubah, yaitu sistem enam partai dan tingkat dispro-
porsionalitas sebesar 6,71. Jika dihitung dengan menggunakan
perhitungan indeks LHI akan setara dengan 12% lebih. Oleh
karena itu, hasil pemilu Indonesia untuk pemilu DPR sudah
masuk kategori bukan full-proportional, namun semi-
proportional.

Perubahan secara dramatis terjadi ketika ambang batas
dinaikkan 5%, jumlah partai menjadi 6 dan sistem kepartaian
menjadi sistem lima-partai. Tetapi kenaikan ambang batas ini
diiringi dengan melonjaknya suara terbuang sebesar 31,49%
atau 32 juta lebih suara pemilih sah. Pada titik ini Indeks Dis-
proporsional dengan menggunakan LSq sebesar 9,77 atau 10%.
Jika dihitung dengan menggunakan LHI, maka hasilnya pada
kisaran angka 20%, sebuah angka yang sudah tidak bisa ditole-
ransi dalam sistem pemilu proprosional. Sebagaimana telah di-
jelaskan pada Bab 2, penghitungan disproporsionalitas dalam
kajian ini menggunakan indeks LSq. Sedangkan jika dihitung
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dengan menggunakan LHI, maka tingkat disproporsionalitas
hasil pemilu akan mencapai angka 20%, sehingga dapat dinya-
takan tidak proporsional (non-proportional).

Sementara itu, penghitungan dengan menggunakan formu-
la ambang batas optimal atas hasil Pemilu 2009, menghasilkan
1,03%. Artinya, besaran ambang batas 2,5% sesungguhnya te-
lah melampaui formula ambang batas optimal. Namun, ber-
dasarkan hasil simulasi melalui pengukuran berbagai indeks
(ENPP, Fragmentasi, dan Disproporsional), ambang batas
2,5% mampu mengurangi jumlah partai dan sekaligus dapat
menyederhanakan sistem kepartaian. Pada angka ambang ba-
tas 2,5%, jumlah suara terbuang dan tingkat disproprosional
dapat ditekan atau minimal tidak bertambah. Oleh karena itu,
besaran ambang batas perwakilan optimal untuk pemilu Indo-
nesia dapat menggunakan angka 2,5%. Lebih dari angka 2,5%
beberapa tujuan; pengurangan partai tidak maksimal, peny-
ederhanaan partai tidak terjadi, bahkan menghasilkan pemilu
yang semakin tidak proporsional.

Penerapan instrumen ambang batas juga menuntut konsis-
tensi dan dasar logis. Penerapan ambang batas hanya berlaku
pada satu wilayah pemilihan, tidak bisa dipertukarkan atau di-
pasangkan pada wilayah pemilihan lain. Jika dilakukan, hal itu
tidak hanya mengacaukan sistem pemilihan, tetapi juga me-
rusak keaslian suara pemilih. Oleh karena itu gagasan untuk
menerapkan ambang batas pemilu nasional (DPR) terhadap
pemilu lokal (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota), ti-
dak boleh direalisasikan. Sebab, selain merusak logika bekerja-
nya sistem pemilu, gagasan itu juga menghilangkan hak politik
warga negara dalam memilih wakil-wakilnya.

Meskipun penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota bersamaan waktunya; demikian
juga, meskipun partai politik peserta pemilunya juga sama; pe-

94



milu DPRD provinsi harus memiliki ambang batas tersendiri,
yang berbeda dengan ambang batas pemilu DPR. Hal yang
sama juga berlaku pada pemilu DPRD kabupaten/kota. Fakta
bahwa dalam proses pemberian suara, pemilih menggunakan
surat suara dan kotak suara berbeda antara pemilu DPR, pe-
milu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, me-
mastikan bahwa masing-masing harus memiliki ambang batas
sendiri-sendiri.

Data hasil pemilu 10 DPRD provinsi dan 10 DPRD kabupa-
ten/kota pada Pemilu 2009 menunjukkan, bahwa jumlah par-
tai politik yang masuk parlemen daerah lebih banyak daripada
jumlah partai politik yang masuk parlemen nasional, meski-
pun partai politik peserta pemilu dan waktu penyelenggaraan
pemilu, sama. Bahkan jika ambang batas 2,5% diterapkan pada
pemilu DPRD provinsi, hasilnya pun tetap lebih banyak partai
politik masuk DPRD provinsi daripada partai politik masuk
DPR. Kondisi yang sama juga terjadi pada 10 DPRD kabupa-
ten/kota hasil Pemilu 2009, yang dijadikan sampel.

Jika memperhatikan hasil penghitungan beberapa indeks
terhadap hasil pemilu 10 DPRD provinsi dan 10 DPRD kabu-
paten/kota pada Pemilu 2009, menujukkan bahwa banyaknya
partai politik yang masuk parlemen daerah, ternyata juga diik-
uti oleh tingginya Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi. Seba-
gaimana ditunjukkan oleh Tabel 7.2, hasil Pemilu 2009 di 10
DPRD provinsi dan 10 DPRD kabupaten/kota membentuk sis-
tem multipartai ekstrim: sistem delapan-partai untuk DPRD
provinsi, dan sistem sembilan-partai untuk DPRD kabupaten/
kota.

Masalahnya, dengan sistem multipartai ekstrim tersebut,
Indeks Disproporsional sudah cukup tinggi, 6,33 untuk pemilu
DPRD kabupaten/kota dan 9,00 untuk pemilu DPRD provinsi.
Itu artinya, jumlah suara terbuang sangat tinggi, meskipun
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ambang batas perwakilan belum diterapkan. Oleh karena itu,
ketika ambang batas diterapkan, dalam 2,5%, 3%, 4% dan 5%,
pasti melonjakkan suara terbuang, sekaligus menjadikan ha-
sil pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota
pada Pemilu 2009 menjadi sangat tidak proporsional.

Inilah dilemanya pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD
kabupaten/kota: banyaknya partai yang masuk parlemen men-
jadikan sistem multipartai ekstrim, tetapi ketika ambang batas
diterapkan dengan besaran 2,5% saja — dengan tujuan mengu-
rangi jumlah partai masuk parlemen — indeks disproporsional
melejit semakin tinggi, sehingga pemilu daerah ini menjadi ti-
dak proporsional. Sementara itu, dengan memperhatikan uku-
ran parlemen, besaran daerah pemilihan dan jumlah daerah
pemilihan, formula ambang batas optimal menghasilkan be-
saran ambang batas 2,84% untuk pemilu DPRD provinsi dan
3,18% untuk pemilu DPRD kabupaten/kota.

Tabel 7.2 Pengukuran Beberapa Indeks terhadap Hasil Pemilu DPRD
pada Pemilu 2009

PEMILU 2009 INDEKS INDEKS INDEKS AMBANG
ENPP | FRAGMENTASI | DISPROPORSIONAL BATAS
OPTIMAL
10 DPRD Provinsi 7,58 0,86 9,00 2,84%
10 DPRD Kabupaten/Kota | 8,58 | 0,87 6,33 3,18%

B. REKOMENDASI

Pertama, penerapan ambang batas perwakilan pada pemilu
DPR, pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/
kota diperlukan guna mengurangi jumlah partai politik di DPR,
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pengurangan jum-
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lah partai politik di parlemen melalui ambang batas memang
tidak selalu diikuti oleh penyederhanaan sistem kepartaian di
parlemen, seperti terjadi pada pemilu DPR hasil Pemilu 1999,
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Namun simulasi penghitungan
terhadap hasil pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD ka-
bupaten/kota pada Pemilu 2009, menunjukkan pengurangan
jumlah partai melalui ambang batas berpengaruh positif ter-
hadap penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen dae-
rah.

Kedua, meskipun pemilu diselenggarakan secara serentak
dan partai politik peserta pemilunya sama, namun penerapan
ambang batas perwakilan tetap berlaku secara khusus pada
masing-masing pemilu. Itu artinya pemilu DPR, pemilu DPRD
provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, masing-masing
memiliki ambang batas sendiri-sendiri. Gagasan penerapan
ambang batas pemilu nasional (pemilu DPR) terhadap pemilu
DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, tidak hanya
mengacaukan bekerjanya sistem pemilu, tetapi juga merusak
atau menghilangkan keaslian suara pemilih untuk dikonversi
menjadi kursi. Motode penerapan ambang batas seperti itu, ti-
dak hanya mencederai hak-hak politik warga negara yang dija-
min konstitusi, tetapi juga mengundang gejolak politik daerah
akibat ketidakpuasan pemilih.

Ketiga, besaran ambang batas pemilu DPR yang tepat
adalah 2,5% suara nasional. Angka tersebut merupakan titik
optimal yang dapat mengurangi jumlah partai politik masuk
DPR, sekaligus dapat menahan laju indeks disproporsional aki-
bat suara terbuang. Sementara besaran ambang batas pemilu
DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota masing-ma-
sing 3% suara wilayah pemilihan. Angka ini dapat mengurangi
jumlah partai politik di parlemen sekaligus menyederhanakan
sistem kepartaian, meskipun hal itu juga menyebabkan indeks
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disproporsional yang sudah tinggi menjadi semakin tinggi se-
bagai akibat bertambahnya suara terbuang. Namun pilihan
ini tidak bisa dihindari mengingat Indeks ENPP dan Indeks
Fragmentasi parlemen daerah sangat tinggi sehingga mau ti-
dak mau harus disederhanakan demi meningkatkan efektivitas
kerja parlemen daerah.

Keempat, penerapan ambang batas perwakilan pemilu
DPR, pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/
kota harus diikuti oleh sosialisasi kepada pemilih agar mereka
menyadari sepenuhnya bahwa ketentuan tersebut bisa ber-
dampak pada terbuangnya suara mereka secara sia-sia. Sosia-
lisasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi partai-partai politik
baru dan partai-partai politik kecil untuk bekerja keras menya-
kinkan pemilih bahwa dirinya layak dipercaya untuk menjadi
wakil di parlemen.
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Perludem

PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

PROFIL PERLUDEM

Demokrasi memang bukan satu tatanan yang sempurna untuk
mengatur peri kehidupun manusia. Namun sejarah di manapun
telah membuktikan, bahwa demokrasi sebagai model kehidu-
pan bernegara memiliki peluang paling kecil dalam menistakan
kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun dalam berbagai doku-
mentasi negara ini tidak banyak ditemukan kata demokrasi, para
pendiri negara sejak zaman pergerakan berusaha keras mene-
rapkan prinsip-prinsip negara demokrasi bagi Indonesia.

Tiada negara demokrasi tanpa pemilihan umum (pemilu), sebab
pemilu merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsip-
prinsip demokrasi. Sesungguhnya, pemilu tidak saja sebagai
arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih
pemimpinnya, tetapi juga arena untuk menilai dan menghukum
para pemimpin yang tampil di hadapan rakyat. Namun, pen-
galaman di berbagai tempat dan negara menunjukkan bahwa
pelaksanaan pemilu seringkali hanya berupa kegiatan prosedural
politik belaka, sehingga proses dan hasilnya menyimpang dari
tujuan pemilu sekaligus mencederai nilai-nilai demokrasi.

Kenyataan tersebut mengharuskan dilakukannya usaha yang
tak henti untuk membangun dan memperbaiki sistem pemilu
yang fair, yakni pemilu yang mampu menampung kebebasan
rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Para penyelenggara pe-
milu dituntut memahami filosofi pemilu, memiliki pengetahuan
dan ketrampilan teknis penyelenggaraan pemilu, serta konsisten
menjalankan peraturan pemilu, agar proses pemilu berjalan
sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, hasil pemilu, yakni para
pemimpin yang terpilih, perlu didorong dan diberdayakan terus-
menerus agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal;
mereka juga perlu dikontrol agar tidak meyalahgunakan kedau-
atan rakyat yang diberikan kepadanya.
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Menyadari bahwa kondisi-kondisi tersebut membutuhkan parti-
sipasi setiap warga negara, maka dibentuklah wadah yang ber-
nama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dising-
kat Perludem agar anggotanya dapat secara efektif terlibat da-
lam proses membangun negara demokrasi dan ikut mewujudkan
pemilu yang fair.

VISI

Terwujudnya negara demokrasi dan terselenggarakannya pemilu
yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga ke-
daulatan rakyat.

MisI

1. Membangun sistem pemilu legislatif, pemilu presiden dan pe-
milu kepala daerah (pemilukada) yang sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi.

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu agar mema-
hami filosofi tujuan pemilu, serta memiliki pengetahuan dan
ketrampilan teknis penyelenggaraan pemilu.

3. Memantau pelaksanaan pemilu agar tetap sesuai dengan pe-
raturan yang telah ditetapkan.

4. Meningkatkan kapasitas anggota legislatif yang terpilih agar
bisa memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat.

KEGIATAN

1. Pengkajian: mengkaji peraturan, mekanisme dan prosedur
pemilu; mengkaji pelaksanaan pemilu; memetakan kekuatan
dan kelemahan peraturan pemilu; menggambarkan kelebihan
dan kekurangan pelaksanaan pmilu; mengajukan rekomen-
dasi perbaikan sistem dan peraturan pemilu; dll.

2. Pelatihan: meningkatkan pemahaman para pemangku ke-
pentingan pemilu tentang filosofi pemilu; meningkatkan pe-
mahaman tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi
masyarakat dalam pemilu; meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan petugas-petugas pemilu; meningkatkan peng-
etahuan dan ketrampilan para pemantau pemilu; dll.

3. Pemantauan: memonitor pelaksanaan pemilu; mengontrol
dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar bekerja sesuai
dengan peraturan yang ada; mencatat dan mendokumentasi-
kan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa pemilu; menyam-
paikan pelaku-pelaku kecurangan dan pelanggaran pemilu
kepada pihak yang berkompeten; dll.
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dan konsultan pemilu pada Kemitraan bagi Tata Pembaharuan Pemerintahan.
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